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                                        ABSTRAK 

Yuni Sri Efendi. Skripsi. Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam 
Penyelenggaraan PILKADA Ulang di Kabupaten Pandeglang 
(Studi Pada  Guru SD di Kecamatan Labuan). Nim. 
041175.Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2011. 

Kata kunci : PILKADA dan Netralitas Pegawai Negeri Sipil 

Undang –undang  Nomer 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah memberikan 
perubahan terutama dalam tatanan pemerintah. Sistem yang tadinya sentralisik 
perlahan menuju ke system desentralistik.Satu hal yang paling berubah secara 
signifikan yaitu mengenai pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan secara 
langsung.Pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan untuk menghasilkan 
kepala daerah yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat, Dalam 
penyelenggaraan PILKADA sikap netral sering dipertanyakan teutama pada 
anggota pegawaimi  Negeri Sipil. hal dapat dimaklumi karena pada masa orde 
baru para birokrat selalu dijadikan tunggangan politik untuk oleh golongan 
penguasa, sehingga bukan hal yang tabu jika banyaknya anggota PNS yang 
bersikap tidak netral dalam  penyelenggaraan PILKADA.Fokus penelitian ini 
tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan PILKADA ulang 
di Kabupaten Pandeglang. Penyelenggaraan pilkada yang dilaksanakan secara 
ulang disebabkan gugatan yang dilapokan oleh salah satu pihak ke Mahkamah 
Konstitusi.Penyelenggaran PILKADA ulang di Kabupaten Pandeglang banyaknya 
anggota PNS yang terlibat atau memberikan dukungan pada salah satu calon 
kepala daerah.pemandangan seperti ini merupakan bukti bahwa adanya anggota 
PNS yang tidak netral dalam penyelenggaraan PILKADA.Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat netralitas Pegawai Negeri Sipil 
dalam penyelenggaraan /A/M/PAN/5/200PILKADA ulang di Kabupaten 
Pandeglang (Studi Pada Guru SD di Kecamatan Labuan). Teori dasar yang 
dijadikan acuan sebagai kerangka acuan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
Surat Edran Mentri Pendayagunaan aparaur Negara No5E/08/A/M/PAN/5/2005 
tentang Netralitas PNS dalam PILKADA.Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, karena  tujuan 
penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan mengetahuiprosentasi tingkat 
Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan PILKADA.Populasi 
penelitian ini adalah Guru SD di Kecamatan Labuan dengan menggunakan 
proportionate sampling yaitu sebanyak 75 responden.Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah melalui penyebaran 
kuisioner,observasi/pengamatan,wawancara dan studi kepustakaan. Untuk 
menganalisi data mengunakan uji hipotesis t-test satu sempel.Berdasarkan hasil 
penelitian menunjukan bahwa Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam 
penyelenggaraan /A/M/PAN/5/200PILKADA ulang di Kabupaten Pandeglang 
(Studi Pada Guru SD di Kecamtan Labuan) sudah dinyatakan Netral dari hasil 
perhitungan yakni dengan nilai rata-rata 62% dari hasil yang diharapkan.  
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                                       ABSTRACT 
Yuni Sri Efendi. Thesis. Neutrality of the Civil Service Re-
Election In Operation in Pandeglang (Studies In Elementary 
School Teacher in District Labuan). Nim. 041175.Program Studies 
Public Administration. Faculty of Social and Political Sciences. 
University Sultan Ageng Tirtayasa 2011.  
 
Key words: Election and the Neutrality of Civil Servants  
 
 
Act Number 32 of 2004 on local governments, especially in order to change the 
government. The system was sentralisik slowly toward the decentralized system. 
One of the most significant change that is about the local elections organized by 
the regional head langsung.pilih directly aimed at producing a quality regional 
head in accordance with community expectations, the implementation 
ELECTION impartiality is often questioned, especially at the Civil Affairs staff 
member. it may be because the New Order era bureaucrats always used as a 
mount for the political ruling class, so it's not a taboo if the number of civil 
servants who are not being neutral in organizing this research PILKADA.Fokus 
on Civil Service Neutrality in Carrying repeated in the District Election 
Pandeglang. Implementation of the re-election held due to a lawsuit which 
transparently reported by one party to the Supreme Election 
Konstitusi.Penyelenggaran reproduced Pandeglang many members of civil 
servants who are involved or provide support to one candidate election district  
head like this is evidence that the presence of members of the civil servants who 
do not neutral in organizing ELECTION. The purpose of this study was to 
determine the extent of the neutrality of civil servants in the administration / 
A/M/PAN/5/200PILKADA reproduced Pandeglang (Studies In Elementary 
School Teacher in District Labuan). The basic theory is used as a reference as a 
frame of reference used in this research that circulars Letter of Minister of State 
for Administrative aparaur No5E/08/A/M/PAN/5/2005 about the neutrality of 
civil servants in PILKADA.Metode used in this research is descriptive 
quantitative approach , because the purpose of this study was to describe and 
percentage know level Civil Service Neutrality in organizing PILKADA.Populasi 
this study were elementary school teachers in the district of Labuan by using 
proportionate sampling as many as 75 responden.Teknik collection of data used is 
through the dissemination of questionnaires, observation / observation , interview 
and literature study. To test the hypothesis analyzed the data using t-test one 
sempel. Based results showed that the neutrality of civil servants in the 
administration / A/M/PAN/5/200PILKADA reproduced Pandeglang (Studies In 
Elementary School Teacher in the District of Labuan) has been declared Neutral 
from namely the calculation results with the average value of 62% of the expected 
result 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintah Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004, telah banyak terjadi perubahan dalam tatanan pemerintahan di 

Indonesia. Sistem pemerintahan yang tadinya sentralistik secara perlahan 

menuju ke sistem sesentralistik, satu persatu kewenangan di tingkat pusat 

mulai ditinggalkan dan harus direlakan menjadi kewenangan pemerintah 

daerah. Satu hal yang paling berubah secara signifikan dengan 

diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini adalah mengenai 

Pemilihan Kepala Daerah. Adanya reformasi menghasilkan iklim yang lebih 

demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini diwujudkan 

dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, sebelumnya yang 

terjadi adalah rakyat hanya memiliki satu-satunya hak politik, yaitu saat 

memilih orang-orang yang mewakili mereka di DPR (Dewan Perwakilan 

Rakyat) baik pusat ataupun di daerah melalui PEMILU (Pemilihan Umum), 

bahkan yang dapat dipilih oleh rakyat hanyalah sebuah gambar bukan 

langsung. Orang yang mereka percayai untuk menjadi seorang pemimpin, 

kedaulatan beralih kepada mereka yang mengaku sebagai wakil rakyat yang 

pada kenyataannya justru lebih sering mengutamakan kepentingan pribadi 
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dibandingkan memperjuangkan kepentingan rakyatnya yang sudah memilih 

mereka. Oleh sebab itu untuk mengembalikan  kedaulatan ke  tangan rakyat 

sistem pemilihan kepala daerah di ubah menjadi pemilihan secara langsung. 

Pemilihan secara langsung bukanlah hal yang baru, karena 

sebelumnya telah dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden 

secara langsung.Namun pemilihan kepala daerah secara langsung 

merupakan hal yang sangat berbeda, mengingat besarnya kewenangan 

daerah sejak digulirkannya otonomi daerah, kepala daerahlah yang paling 

penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah, karena 

pembangunan akan berjalan dengan baik apabila pimpinan daerah 

merupakan pilihan rakyat seutuhnya. Agar pemilihan kepala daerah dapat 

berjalan dengan baik dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas 

sesuai dengan harapan masyarakat dibutuhkan sistem, prosedur dan 

perangkat yang tepat. Keberhasilan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 

tidak terlepas dari peranan aparat yaitu KPUD (Komisi Pemilihan Umum 

Daerah) beserta jajarannya mulai dari Sekretariat, PANWAS (Panitia 

Pengawas), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia 

Pemungutan Suara). Aparat yang kompeten, profesional dan netral akan 

dapat mewujudkan Pemilu secara jujur dan adil. 

           Penyelenggaran Pemilu secara jujur dan adil dalam pelaksannanya 

masih sangat sulit.Hal ini dapat dibuktikan pada penyelenggaraan 

PILKADA di kabupaten Pandeglang yang diselenggarakan pada bulan 

september tahun 2010 tidak berjalan dengan baik karena pada pelaksananya  



3 
 

 
 
 
 

masih saja terlihaat adanya calon kepala dan wakil kepala daerah yang 

melakukan berbagai kecurangan. Dalam pelaksannan PILKADA di 

Kabupaten Pandeglang pada putaran pertama terjadi beberapa masalah salah 

satunya adalah adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu calon 

kepala dan wakil kepala daerah.Pemandangan seperti  ini menyebabkan 

kerugian terutama pihak yang kalah. Salah satu pihak yang kalah dalam 

PILKADA putaran pertama di Kabupaten Pandeglangang adalah  pasangan 

calon kepala daerah dengan nomer urut 5 yaitu  Hj. Irna Narulita dan H. 

Apud Mahpud. Pasangan ini mengugat pasangan calon nomer urut 6 yaitu 

pasangan Drs.H.Erwan Kurtubi,M.M dan Hj Heryani, gugatan tersebut 

dilayangkan ke Mahkamah konstitusi untuk di tindaklanjuti.Mahkamah 

Konstitusi selanjutnya memeproses gugatan tersebut ,  dengan menggelar 

sidang yang mendatangkan beberapa orang saksi untuk membenarkan atau 

menguatkan bahwa kecurangan terjadi pada penyelenggaraan PILKADA di 

Kabupaten Pandeglang. Sidang  gugatan digelar dengan berbagai bukti yang 

ada dan  menghasilkan keputusan harus dilaksanakan penyelenggaraan 

PILKADA putaran kedua atau PILKADA ulang yang diselenggarakan satu 

bulan setelah PILKADA putaran pertama tepatnya pada bulan desember 

tahun 2010.Masalah lain yang timbul dalam penyelenggaraan PILKADA di 

Kabupaten Pandeglang adalah tentang netralitas PNS yang masih sangat 

diragukan, hal ini bisa dimaklumi mengingat masa orde baru para birokrat 

lebih dari 32 tahun dijadikan tunggangan politik dan golongan penguasa. 

Pada saat itu, untuk mempertahankan kekuasaannya, anggota PNS (Pegawai 
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Negeri Sipil) dengan latar belakang yang berbeda, sering  mendapat tekanan 

untuk selalu mendukung presidennya yang pada saat itu dijabat oleh Mantan 

Presiden Soeharto yang menjadi penguasa di negeri pada saat itu. Pada satu 

sisi PNS (Pegawai Negeri Sipil) adalah aparat pemerintah yang dituntut 

untuk bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya. 

Dalam tatanan hukum formal sebenarnya netralitas dalam PILKADA 

(Pemilihan Kepala Daerah) telah diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) 

No. 6 Tahun 2005 tentang Netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam 

PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) disertai dengan surat edaran Menteri 

pendayagunaan Aparatur Negara No. 5E/08/A/M/PAN/5/2005 tentang 

Netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam PILKADA. Namun aturan 

yang ada tersebut pada kenyataannya masih bisa dilanggar, selalu saja ada 

celah yang tidak bisa ditembus oleh para penegak hukum. Model, motif dan 

bentuknya pun beragam dalam melaksanakan kegiatan politik ditambah   

lagi  dengan  minimnya  partisipasi masyarakat dan PANWAS (Panitia 

Pengawas) dalam melakukan pengawasan dan melaporkan ketidaknetralan 

para Pegawai Negeri Sipil tersebut. Hal ini sulit dibuktikan karena biasanya 

para Pegawai Negeri Sipil melakukan kegiatan politiknya di luar jam dinas. 

       Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaan PILKADA di 

Kabupaten Pandeglang masih dipertanyakan. Pemandangan ini terlihat 

ketika munculnya keputusan MK (Mahkamah Konstitusi) No. 

190/PHPU/PU.D-VIII/2010 yang sangat menghenyak publik dimana terlihat 

perkembangan menarik terkait dengan keterlibatan aparat dalam proses 
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PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah).  Pada acara sidang kasus gugatan 

yang dilaporkan oleh pasangan Hj. Irna Narulita dan H. Apud 

Mahpud,ironisnya yang menjadi saksi adalah beberapa orang yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil termasuk diantaranya adalah guru sekolah dasar, 

kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan kecamatan labuan bahkan 

Kepala Dinas  Pendidikan Kabupaten Pandeglang ikut terlibat didalamnya. 

Pemandangan ini  menunjukan bahawa sikap nertalitas tidak terlihat. 

Mereka dengan mudah melaksanakan kegiatan politiknya, alasanya jenjang 

karirnya akan naik ketika calon yang mereka dukung memperoleh 

kemenangan . Selain itu Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam kegiatan 

politik juga tidak pernah mendapatkan  sangsi administratif.Mengingat hal 

ini, penelitian mengenai Netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam 

penyelenggaraan PILKADA ulang di Kabupaten Pandeglang (Studi  Pada 

Guru SD di Kecamatan Labuan) perlu untuk dilakukan guna untuk 

membangun proses demokrasi yang dilandasi sikap jujur dan adil dan 

mandiri. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses untuk mengenali asumsi-asumsi 

berdasarkan observasi maupun studi pendahuluan pada lokus penelitian. Pada 

identifikasi masalah dalam penelitian ini, peneliti mengambil judul Netralitas 

Pegawai Negeri Sipil  dalam penyeleggaraan PILKADA ulang di Kabupaten 

Padeglang (studi pada guru SD di Kecamatan Labuan). Otonomi daerah 

memberikan kebebasan pada setiap daerah untuk mengatur semua tata 

pemerintahanya termasuk didalamnya dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala 

Daerah secara langsung.Pemilihan kepala daerah membawa angin segar bagi 

penguatan demokrasi di lokal, tetapi bisa juga menjadi bumerang di daerah ketika 

pelaksanaannya tidak di landasi dengan sikap yang jujur dan adil. Permasalahan 

yang timbul dan terkait dengan pelaksanaan PILKADA adanya anggota PNS yang 

memberikan dukungan pada salah satu calon kepala dan wakil kepala daerah. 

Berdasarkan latar belakang di atas dan hasil observasi, maka dalam penelitian ini 

identifikasi masalah yang akan dikaji guna mengerucutkan masalah dalam 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Anggota Pegawai negeri sipil terlibat dalam kegiatan politik 

2. Tidak tegasnya tindakan hukum bagi anggota PNS yang terlibat atau 

memberikan dukungan pada calon kepala daerah dan adanya anggapan 

hukuman yang ada tidak  mampu untuk menjerat mereka  

 3. Kurangnya pengawasan dari PANWASDA dalam penyelenggaraan 

PILKADA 
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1.3. Batasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti membatasi 

permasalahan pada Netralitas Pegawai Negeri Sipil  dalam penyeleggaraan 

PILKADA ulang di Kabupaten Padeglang (studi pada guru SD di 

Kecamatan Labuan) yang dirumuskan dalam pertanyaan peneliti sebagai 

berikut. Sejauhmanakah tingkat Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam 

penyeleggaraan PILKADA ulang di Kabupaten Pandeglang (studi pada guru 

SD di Kecamatan Labuan) ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian mengenai Netralisasi 

Pegawai Negeri Sipil dalam penyeleggaraan PILKADA ulang di Kabupaten 

Pandeglang (studi pada guru SD di Kecamatan Labuan) adalah : Ingin 

mengetahui sejauhmana  Pegawai Negeri Sipil dalam PILKADA di 

Kabupaten Pandeglang (studi pada guru SD di Kecamatan Labuan). 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian mengenai Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam 

Penyelenggaraan PILKADA  ulang Di Kabupaten Pandeglang (studi pada 

guru SD di Kecamatan  Labuan). diharapkan memperoleh manfaat yang 

meliputi : 
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1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan secara rinci dan 

sistematis mengenai teori-teori yang dipergunakan di dalamnya. 

b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan 

tersendiri bagi perkembangan teori-teori ilmu sosial, khususnya teori 

netralitas  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini berguna untuk memperluas wawasan mengenai 

PILKADA terutama mengenai netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

sebagai pelayan publik. 

b. Bagi PANWASLU 

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai evaluasi dari luar ke dalam 

(outside-in) untuk memperbaiki kinerjanya. 

c. Bagi Pihak Lain 

Pihak lain di sini bisa masyarakat, NGO (Non-Goverment 

Organization), atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan dengan 

PILKADA diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai dmpak 

positif bagi semua pihak dalam rangka mengawal dan mewujudkan 

PILKADA yang bersih, jujur dan adil. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan terdapat latar belakang masalah yang 

bertujuan untuk menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah 

yang akan diteliti dalam bentuk uraian yang bersifat deduktif, yakni 

menguraikan pokok masalah dari hal-hal yang bersifat umum menuju 

hal-hal yang bersifat khusus yang terkait dengan materi penelitian. 

Identifikasi masalah menggambarkan tentang masalah-masalah 

yang muncul serta keterkaitan antar masalah atau variabel dalam 

penelitian. Masalah apa saja yang diduga berpengaruh positif atau 

negatif terhadap masalah penelitian yang disebutkan di sini. 

Batasan masalah berisikan tentang masalah yang akan diteliti, hal 

ini terkait dengan alasan keterbatasan waktu, tenaga, dana serta teori-

teori yang digunakan. Karenanya agar dapat mengupas masalah secara 

mendalam perlu dilakukan suatu pembatasan masalah. 

Rumusan masalah menjelaskan mengenai pertanyaan atau 

pernyataan penelitian yang menghubungkan antar variabel yang satu 

dengan variabel lain, sehingga arah penelitian menjadi lebih jelas dan 

masalah yang diteliti dapat dijawab dengan baik. 

Tujuan penelitian merupakan uraian yang terkait dengan tujuan 

peneliti melakukan penelitian yang bersangkutan dan biasanya tujuan 

penelitian yaitu mengacu pada rumusan masalah penelitian. 
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Manfaat penelitian merupakan implikasi logis dari pernyataan 

yang dituliskan dalam tujuan penelitian, di mana manfaat penelitian 

terbagi ke dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis dari adanya suatu 

penelitian. 

Sistematika penelitian merupakan rangkaian utuh laporan 

penelitian yang tersusun secara runut atau sistematis. 

 

BAB II  Deskripsi Teori 

Dalam bab deskripsi teori, yaitu uraian yang berisi mengenai 

teori-teori yang relevan dengan penelitian. Dimana teori-teori tersebut 

disusun secara sistematis untuk merumuskan hipotesis. Dari deskripsi 

teori kemudian dibuat kerangka penelitian yang bisa dijadikan sebagai 

kisi-kisi instrumen. Deskripsi teori ini harus mendasarkan diri pada 

literatur-literatur yang ada baik itu diperoleh melalui buku, jurnal ilmiah 

ataupun literatur lainnya yang dianggap kapabel untuk dijadikan 

referensi penelitian. 

Kerangka berfikir mengkaji mengenai urutan logis alur 

pemikiran peneliti sehingga mudah dimengerti arah dan maksud 

penelitian. Karenanya kerangka pemikiran harus mendasarkan dirinya 

pada cara logis teori-teori yang sesuai dengan penelitian dipadu 

padankan dengan realitas yang ada di kehidupan sehari-hari atau 

fenomena sosial yang terjadi. 
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BAB III  Metodologi Penelitian 

Bab metodologi penelitian berisikan tentang metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian tersebut 

meliputi: metode penelitian survey, ex post facto, eksperimen, 

naturalistik, policy research (penelitian kebijakan), action research 

(penelitian tindakan), evaluasi dan sejarah. 

Instrumen penelitian menjelaskan tentang proses penyusunan dan 

jenis alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian serta 

menguraikan mengenai teknik penentuan kualitas instrumen. 

Populasi dan teknik sampling menjelaskan tentang populasi dan 

sampel yang akan diteliti serta menguraikan tentang cara atau teknik 

pengambilan sampel. 

Teknik analisis data menguraikan tentang pendekatan yang 

digunakan untuk membedah masalah penelitian. Dalam hal ini 

pendekatan kuantitatif berkaitan dengan perhitungan untuk menjawab 

rumusan masalah dan pengujian hipotesis yang diajukan. 

Tempat dan waktu penelitian menjelaskan mengenai tempat dan 

waktu penelitian dilaksanakan. 

BAB IV Hasil Penelitian 

Bab hasil penelitian berisikan mengenai deskripsi obyek 

penelitian yakni menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi 

lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi serta hal lainnya yang 

terkait dengan objek penelitian. 
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Deskripsi data menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah 

diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data yang 

sesuai dengan penelitian, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif. 

Pengujian hipotesis bertujuan untuk membuktikan kebenaran dari 

hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan 

menggunakan teknik analisis tertentu yang sesuai dengan masalah dalam 

penelitian. 

Interpretasi hasil penelitian merupakan proses penafsiran 

terhadap hasil akhir pengujian hipotesis yang dikaitkan dengan 

pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada rumusan masalah. 

Pembahasan mengkaji secara lebih lanjut terhadap hasil analisis 

data yang terakit dengan hipotesis penelitian, apakah hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif diterima atau ditolak dan mengapa hal itu bisa terjadi. 

Permasalahan-permasalahan seperti ini kemudian dijelaskan secara lebih 

rinci di dalam pembahasan. 

 

BAB V  Penutup 

Bab ini berisi mengenai simpulan yang merupakan ringkasan 

hasil penelitian secara utuh, menyeluruh, sistematis dan mudah 

dipahami. 

Saran berisi tentang sumbangan pemikiran dari peneliti 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan baik itu secara teoritis 
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maupun praktis bagi pihak-pihak tertentu yang memang 

memerlukannya. 

Daftar Pustaka 

Bagian daftar pustaka berisikan tentang literatur-literatur yang 

digunakan dalam proses penelitian yang dianggap relevan dengan 

permasalahan penelitian. 

 

Lampiran 

Bagian lampiran berisikan mengenai lampiran-lampiran yang ada 

dalam penelitian, seperti : lampiran tabel-tabel, lampiran grafik, 

lampiran instrumen penelitian serta lampiran mengenai riwayat hidup 

peneliti. 

 



 
1 

BAB II 

DESKRIPSI TEORI DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1.Deskripsi Teori 

      Deskripsi teori merupakan suatu pengujian sistematis teori-teori yang 

relevan dengan penelitian, sehingga penelitian tersebut memiliki arah yang 

jelas, hal ini dikarenakan teori-teori yang digunakan selain dipakai sebagai 

dasar dalam membuar kerangka dalam berfikir juga diperlukan sebagai 

landasan untuk menentukan sebagai hipotesis penelitian. Jika kerangka 

berfikir dan hipotesis penelitian sudah tersusun secara sistematis, berdasarkan 

kerangka teoritis yang digunakan maka jawaban terhadap hasil penelitian 

akan mudah untuk dilakukan. Berikut ini kerangka teoritis yang digunakan 

dalam penelitian Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan 

PILKADA di Kabupaten Pandeglang(Study pada Guru SD di Kecamatan 

Labuan). 

 

2.1.1. Netralitas 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI: 2005) bahwa kata     

netralitas berasal dari kata dasar “netral” yang artinya tidak memihak 

atau ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Sedangkan netralitas 

merupakan suatu keadaan atau sikap netral atau tidak memihak atau 

bebas, atau bisa diartikan juga sebagai suatu kenetralan. Ox Ford 
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Advanced Leaner’s Dictionary mengatakan “Neutral” not supporting 

or helping either side in a dispute, contest, war, etc. “Neutrality” the 

condution of being neutral (ox ford university press : 1999) 

2.1.2  Konsep Netralitas Birokrasi  

  Konsep Netralitas Birokrasi sangat erat dengan perkembangan 

analisis dan politik hamper dua abad yang lalu. Konsep itu terpusat 

pada analisis dan buah pikiran para pemikir klasik seperti Karl max, 

Max Weber dan Hegel ( Miftah Thoha, 2003:17 ). Max menyatakan 

bahwa birokrasi sebaiknnya memposisikan dirinya sebagai kelompok 

sosial tertentu yang dapat menjadi instrument kelompok 

dominan/penguasa. Kalau sebatas hanya sebagai penengah antara 

Negara yang mewakili kelompok kepentingan umum dengan 

kelompok kepentingan khusus yang diwakili oleh pengusaha dan 

profesi, maka birokrasi tidak akan berarti apa-apa. Dengan konsep 

seperti ini, Max menginginkan birokrasi harus memihak kepada kepala 

kelompok tertentu yang berkuasa. 

   Konsep netralitas juga diungkapkan oleh Max Weber ( 

Miftah Thoha, 2003:19 )melalui prinsip-prinsip birokrasi ideal, dimana 

birokrasi haruslah bersikap impersonal atau tidak memihak, kemudian 

dijelaskan pula tentang adanya hirearki kekauasaan yang pada tiap 

tingkatnya memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda yang bersifat 

spesifik. Selain itu aparatur juga dilarang menggunakan sumber daya 
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yang dimiliki oleh instansi untuk sebesar-besarnya kepentingan 

pribadi. Prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good 

governance) juga memberikan beberapa konsep untuk menjadi 

aparatur yang netral. Di antaranya: akuntabilitas (accountability) atau 

tanggung gugat, prinsip akuntabilitas mengharuskan aparatur untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya di hadapan public, transparansi 

(transparency) atau lebih dikenal dengan prinsip keterbukaan, rule of 

law atau bertindak berdasarkan hukum serta bersikap adil atau 

kesetaraan (fairness) ( Agus Dwiyanto,2005:34 ). Menurut Max weber  

seorang birokrat haruslah bersikap netral atau tidak pernah memihak 

dalam menjalankan kewajibanya sebagai pelayan publik seorang 

birokrat juga harus mengedepankan kepentingan kelompok. tugas dan 

kewajibanya harus dilaksanakan dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang 

baik atau sesuai dengan prinsip good governanace. Sedangkan Hegel 

dengan konsep tiga kelompok dalam masyarakat di atau  

menginginkan birokrasi harus berposisi di tengah sebagai perantara 

antara kelompok kepentingan umum (Negara) dengan kelompok 

kepentingan khusus (pengusaha dan profesi). Birokrasi dalam hal ini, 

menurut Hegel harus netral  ( Anshori, 2004 :26 ).Sedangkan menurut 

Wilson, birokrasi sebagai lembaga pelaksana kebijakan politik dalam 

kaitannya dengan netralitas birokrasi. Berada diluar bagaian politik 

sehingga permasalahan birokrasi/administrasi hanya terkait dengan 
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persoalan bisnis dan harus terlepas dari segala urusan politik (the burry 

and strife of politics). Menurut hegel birokrasi harus menjadi penengah 

antara kepentingan umum dengan kepentingan  pribadi sedangkan 

birokrat harus bersikap sebagai pelayan publik dan sebagai abdinegara.  

Wilson menyatakan bahwa birokrasi adalah lembaga pelaksana 

kebijakan publik yang bertugas untuk menciptakan keselarasan dengan 

membuat berbagai aturan, dan adanya larangan terlibat dalam kegiatan 

politik dengan tujuan agar tidak meninggalkan kewajibanya sebagai 

pelayan publik atau public service 

         

 2.1.3. Pengertian PNS (Pegawai Negeri Sipil) 

   Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang 

kepegawaian : a) Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik 

Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, b) Pegawai Negeri 

adalah warga Negara yang berkedudukan sebagai aparatur Negara 

yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara 

professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas 

Negara, pembangunan dan pemerintahan. 
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   Pegawai Negeri Sipil Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pegawai berarti orang yang berkerja pada pemerintah 

(perusahaan dan sebagainya) sedangkan negeri berarti Negara atau 

pemerintah. Jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada 

pemerintah atau Negara. Menurut Logemann Pegawai Negeri adalah 

tiap-tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan Negara. 

Menurut Kranenburg memberikan .pengertian dari .Pegawai Negeri 

yaitu pejabat yang dituju untuk memangku sebuah jabatan. 

 

2.2. Landasan Hukum Penyelenggaraan PILKADA di Kabupaten 

Pandeglang 

2.2.1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

Pembahasan mengenai PILKADA dalam Undang-Undang No. 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah terdapat pada bagian 

delapan mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 

yang isinya meliputi beberapa ketentuan seperti :  

1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu 

pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan 

asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada point 1 diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik. 

3) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan 

oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD. 
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4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah kepada DPRD. 

5) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan 

wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala 

daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 

keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, 

perguruan tinggi, pres, dan tokoh masyarakat. 

6) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada point 5 

berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk 

kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan. 

7) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas 

kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD. 

8) Dalam hal ini tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud 

pada point 5, panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat 

diisi oleh unsur yang lainnya. 

9) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 

daerah dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan 

berkewajiban menyampaikan laporannya. 

10) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

11) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita 
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Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan 

Republik Indonesia serta Pemerintah. 

12) Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas 

dan/atau sederajat. 

13) Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. 

14) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 

kesehatan menyeluruh dari tim dokter. 

15) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 

paling lama 5 (lima) tahun atau lebih. 

16) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

17) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. 

18) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk 

diumumkan. 

19) Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan 

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya 

yang merugikan keuangan negara. 

20) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

21) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela 
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22) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang 

belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran 

pajak. 

23) Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara 

lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, 

suami atau istri. 

24) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala 

daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang 

sama. 

25) Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah. 

26) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah 

pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai 

politik atau gabungan partai politik. 

27) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud 

pada point 26 dapat mendaftarkan pasangan calon apabila 

memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima 

belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas 

persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan 

Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. 

28) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka 

kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan 

yang memenuhi syarat dan selanjutnya memproses  bakal calon 

dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan. 
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29) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau 

gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan 

masyarakat. 

30) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat 

mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan: 

a. Surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai 

politik atau pimpinan partai politik yang bergabung. 

b. Kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung 

untuk mencalonkan pasangan calon. 

c. Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas 

pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh 

pimpinan partai politik yang bergabung. 

d. Surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon 

kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan. 

e. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai 

pasangan calon. 

f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari 

jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil 

kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

g. Surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi 

calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara 

Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 



23 
 

 
 
 
 

h. Surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan 

DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah 

yang menjadi wilayah kerjanya. 

i. Surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, 

DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala 

daerah dan wakil kepala daerah. 

j. Kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil 

kepala daerah. 

k. Naskah visi, misi dan program dari pasangan calon secara 

tertulis. 

2.2.2 Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.5E/08/A/M/PAN/5/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil 

dalam PILKADA. Beberapa ketentuan yang terkait dengan: 

1. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon Kepala atau Wakil 

Kepala Daerah   

a. Wajib membawa surat pernyataan  mengundurkan diri dari 

jabatan negeri pada jabatan struktuk diproses sesuangan 

peraturan perundang undangan. 

b. Dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan/ atau 

melibatkana  pemerintah daerah. 

c. Dilaraang menggunakan fasilitas yang terkait dengan 

jabatan. 
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d. Dilarang melibatkan PNS lainya untuk memberikan 

dukungan dalam kampanye . 

 

2. Bagi PNS yang  bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala 

Daerah  

a. Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye. 

b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatanya 

dalam kegiatan kampanye. 

c. Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang 

menggunakan  atau merugikan salah satu calon selama masa 

kampanye. 

d. PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan 

(PPK), Panitia Pemunggutan Suara (PPS), Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Pengawas 

Pemilihan, dengan ijin dari pejabat Pembina kepegawaian atau 

atasan langsung. 

3. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana 

tersebut pada angka 1 dan 2 dikategorikan sebagai pelanggaran 

disiplin PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomer 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil Pasal 2 huruf  x yang berdampak pada huruf  b dan huruf i.  

4. Mengingat Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilaksanakan 
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secara nasional, maka penjatuhan hukuman disiplin harus 

didasarkan atas criteria yang sama. 

5. Kriteria bagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut:     

a.  hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat 

setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun : 

1. Bagi PNS yang melibatkan PNS lainya untuk memberikan 

dukungan dalam kampanye 

2. Bagi PNS yang duduk sebgai Panitia Pengawas Pemilihan 

tanpa izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan 

Langsung 

b. hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberitahuan dengan 

hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan hak 

hak kepegawian sesuai perundang- un dangan yang berlaku:  

1. Bagi PNS  yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk 

mendukung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

2. Bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang tetkait dengan 

jabatanya dalam kegiatan kampanye.  

3. Bagi pns yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamata  

(PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok 

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), tanpa izin dari 

pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung 

c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak 

dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
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1. Bagi PNS yang menggunakan anggaran Pemerintah   dan 

Pemererintah Daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah 

dan wakil Kepala Daerah  

2. Bagi  PNS  yang  menggunakan fasilitas yang terkait dengan 

jabatanya dalam proses pemilihan pala Daearah dan Wakil 

Kepala Daerah  

3. Bagi PNS yang membuat Keputusan dan atau Tindakan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu  pasangan calon 

selama masa kampanye. 

 

2.2.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2005 terdapat beberapa perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2005 tentang Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 

a. Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD. 

b. Dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

KPUD Propinsi menetapkan KPUD Kabupaten/Kota sebagai bagian 

dari pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan. 

c. KPUD tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD dalam 

menyelenggarakan PILKADA, KPUD hanya menyampaikan laporan 
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untuk setiap tahapan PILKADA kepada DPRD dan memberikan 

informasi kepada masyarakat. 

d. KPUD mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. 

e. KPUD harus memperlakukan setiap pasangan calon secara adil dan 

merata. 

f. KPUD wajib melaksanakan semua tahapan tepat waktu. 

g. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah: 

1) Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Setia pada UUD 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan 

kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3) Pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat 

Atas/atau sederajat. 

4) Berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran. 

5) Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan 

menyeluruh dari tim dokter. 

6) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara, berdasarkan keputusan 

peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena 

melakukan tindakan pidana yang diancam dengan penjara paling 

lama 5 tahun atau lebih. 

7) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan peradilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

8) Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. 



28 
 

 
 
 
 

9) Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk 

diumumkan. 

10) Tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan 

atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dan 

merugikan keuangan negara. 

11) Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan peradilan 

dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 

12) Tidak melakukan perbuatan tercela. 

13) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bagi yang 

belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran 

pajak. 

14) Menyerahkan daftar riwayat hidup yang lengkap yang memuat 

antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga 

kandung, suami atau istri. 

15) Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan wakil kepala 

daerah selama 2 kali masa jabatan yang sama. 

16) Tidak dalam status sebagai pejabat kepala daerah. 

h. Apabila dalam suatu daerah terjadi bencana alam, kerusuhan dan 

gangguan keamanan atau gangguan lainnya maka pelaksanaan 

PILKADA ditunda. 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatur 

juga perihal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang 

kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah yang disertai dengan  Surat Edaran Mentri Pendayagunaan 

Aparatur Negara No 5E/08/A/M/PAN/5/2005 tentang netralitas  Pegawai  

Negeri  Sipil dalam penyelenggaraan PILKADA. Mengacu pada Surat  

Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara maka PNS harus bersikap 

netral dalam penyelenggaraan PILKADA. Berdasarkan hal tersebut, maka 

penelitian mengenai “Netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dalam 

penyelenggaraan PILKADA Ulang di Kabupaten Pandeglang (Studi Kasus 

Guru SD di Kecamatan Labuan)” perlu untuk dilakukan, dimana indikator 

yang menjadi parameter dari variabel netralitas PNS adalah surat edaran 

Mentri pandayagunaan Aparatur Negara No 5e/08/A/M/PAN/5/2005 tentang 

netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggaraan  PILKADA.   karena 

PNS sendiri memiliki  fungsi sebagai abdi negara Negara  yang berkewajiban 

sebagai pelayan publik. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

 Dalam penelitian ini terdapat 2 macam hipotesis yakni hipotesis 

nol yang dilambangkan dengan (Ho) dan hipotesis alternatif yang 

dilambangkan dengan (Ha) adapun yang di uji ialah hipotesis alternatife 

(Ha). 

 Hipotesis deskriptif untuk variabel netralitas Pegawai Negeri Sipil 

dalam penyelenggaraan PILKADA ulang di Kabupaten Pandeglang adalah : 

Hipotesis Alternatif (Ha)  : Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam  

penyelenggaraan PILKADA di Kabupaten 

Pandeglang  paling tinggi 60% dari yang 

diharapkan. 

Hipotesis Nol (Ho)   : Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam 

penyelenggaraan PILKADA di Kabupaten 

Pandeglang lebih besar 60%  dari  yang 

diharapkan. 

 



 
1 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2005: 1). 

Dalam penelitian mengenai “Netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) Dalam 

Penyelenggaraan PILKADA Putaran Kedua di Kabupaten Pandeglang” 

menggunakan metode penelitian ex post facto dalam ranah penelitian 

kuantitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa 

yang telah terjadi dan kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui 

faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kejadian (Sugiyono,  

2005: 7). 

 

3.2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati (Sugiyono, 2005: 

119). Adapun fenomena yang dimaksud biasa disebut sebagai variabel 

penelitian. Dalam penelitian mengenai “Netralitas PNS (Pegawai Negeri 

Sipil) Dalam Penyelenggaraan PILKADA Putaran Kedua di Kabupaten 

Pandeglang” yang menjadi variabel adalah netralitas, karenanya indikator 

adalah Surat Edaran Mentri pendayagunaan Aparatur Negara No 

32 
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5E/08/A/M/PAN/2005 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam 

penyelenggaraan PILKADA. 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

diantaranya : 

1)  Wawancara, adapun teknik wawancara yang dilakukan adalah 

wawancara terstruktur yakni suatu wawancara. 

2) Kuesioner (angket), yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

terhadap responden. 

3) Studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data menggunakan 

literatur-literatur yang sesuai yang dapat menunjang penelitian. 

4) Observasi, yakni teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan secara menyeluruh dan mendalam terhadap 

obyek/subyek yang diteliti. 

 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2005: 90). Sedangkan sampel merupakan bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang mana cara penarikan 

sampel biasa disebut dengan teknik sampling. Populasi dalam penelitian 

mengenai adalah seluruh guru SD (Sekolah Dasar) Kecamatan Labuan 
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dengan jumlah 303 (menurut Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Labuan). 

Pada penelitian ini tidak semua populasi dijadikan sampel, karena 

keterbatasan dana, waktu, tenaga dan lain-lain. Dalam menentukan jumlah 

atau ukuran sampel (sample size). Berdasarkan dari Riduan (2004: 65) 

peneliti menggunakan rumus Taro Yamane: 

( ) 1d N
Nη 2 +

=  

 

Keterangan :  η  =  Besaran sampel 

 N  =  Besaran populasi 

 d2  =  Presisi / tingkat ketepatan 

berdasarkan rumus tersebut penelitian mengambil tingkat 

ketidaktelitian 10% atau 0,1 maka jumlah sampel yang didapat dari populasi 

adalah : 

( ) 11,0 303
303η 2 +

=  

 
13,03

303
+

=  

 
03,4

303
=  

 = 75 Responden 

Kemudian teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan Proportionate Sampling, yaitu teknik sampling 
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yang digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak 

homogen dan berstrata tidak proporsional. 

Tabel 3.1 

Nama sekolah yang akan dijadikan sampel 

 

No Nama SD N   N 

1 SD Labuan I 13 4,2% 4 

2 SD Labuan II 10 3,3% 3 

3 SD Labuan III 9 2,9% 2 

4 SD Labuan IV 6 1,9% 1 

5 SD Labuan V 9 2,9% 2 

6 SD Labuan VI 11 3,6% 3 

7 SD Labuan VII 9 2,9% 2 

8 SD Kalang Anyar I 14 4,6% 4 

9 SD Kalang Anyar II 11 3,6% 3 

10 SD Kalang Anyar III 10 3,3% 3 

11 SD Kalang Anyar IV 10 3,3% 3 

12 SD Rancatereup I 8 2,6% 2 

13 SD Rancatereup II 8 2,6% 2 

14 SD Sukamaju I 9 2,9% 2 

15 SD Sukamaju II 9 2,9% 2 

16 SD Cigondang I 13 4,2% 3 
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No Nama SD N   N 

17 SD Cigondang II 11 3,6% 3 

18 SD Cigondang III 11 3,6% 3 

19 SD Teluk I 14 4,6% 3 

20 SD Teluk II 14 4,6% 3 

21 SD Teluk III 14 4,6% 3 

22 SD Teluk IV 8 2,6% 2 

23 SD Caringin I 10 3,3% 3 

24 SD Caringin II 7 2,3% 2 

25 SD Caringin III 8 2,6% 2 

26 SD Caringin IV 9 2,9% 2 

27 SD Caringin V 6 1,9% 1 

28 SD Banyubiru I 8 2,6% 2 

29 SD Banyubiru II 6 1,9% 1 

30 SD Banyumekar I 8 2,6% 2 

31 SD Banyumekar II 10 3,3% 3 

Jumlah = 31 SD 303   75 
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3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Termasuk 

dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, 

grafik, diagram, lingkaran, pictogram, perhitungan modus, median, mean 

(pengukuran tendensi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan 

penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, 

perhitungan presentase (Sugiyono, 2005: 170). 

Penelitian ini menggunakan perhitungan dengan angka atas secara 

umum di kuantifikasi untuk kemudian hasilnya dideskripsikan atau 

digambarkan melalui kalimat atau kumpulan kata atau biasa disebut dengan 

Jika kuantitatif deskriptif. 

Untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis (kuantitatif 

deskriptif) maka digunakan rumus t-test satu sampel. 

n
s
μX

t O−
=  

Di mana :   t  = Nilai t hitung 

 X = Nilai rata-rata 

 Oμ  = Nilai yang dihipotesiskan 

 s  = Simpangan baku 

 n  = Jumlah anggota sampel 
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Karena hipotesis dalam penelitian ini berbunyi Hipotesis nol (Ho) 

lebih besar atau sama dengan ( > ) dan hipotesis alternatifnya (Ha) lebih 

kecil ( < ), maka yang digunakan adalah uji pihak kiri. Dengan demikian 

berlaku ketentuan : 

               jika t hitung >  t tabel → Ho diterima/ Ha ditolak  

               Jika t hitung<  t tabel → Ho ditolak/ Ha diterima  

 

3.5. Validitas dan Reliabilitas 

3.5.1 Uji Validalitas 

            Uji validitas digunakan sebagai alat ukur untuk mendapatkan data-  

data     yang    valid. Kevaliditasan 38ocal38le3838 menggambarkan bahwa 

suatu 38ocal38le3838 benar-benar mampu mengukur 38ocal38le-variabel 

yang akan di ukur dalam penelitian, serta mampu menunjukan tingkat 

kesesuaian konsep dan hasil pengukuran. Dengan menggunakan 

38ocal38le3838 yang valid dalam pengolahan data, maka diharapkan hasil 

penelitian akan menjadi valid yang merupakan syarat mutlak untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid. Data yang valid dilihat jika 

koefisien korelasi tiap 38ocal38 tersebut positif         yaitu ® > 0,3 dimana 

38ocal38 tersebut merupakan construct yang kuat. Pengujian validitas 

dilakukan dari kuesioner dengan skor total menggunakan korelasi product 

moment.  
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  3.5.2 Uji Reliabilitas  

      Pengujian reliabilitas adalah derajat ketetapan atau tingkat persisi,      

ketelitian dan keakuratan yang ditunjukan oleh instrumen pengukuran. 

(Moh.Nazir, 2003:134). Dikatakan reliable jika nilai alpha > r tabel. 

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbachs dengan 

bantuan software SPSS 15.0 for windows. 

 

3.6  Tempat dan Waktu  

       1 . Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan di seluruh SD di Kecamatan Labuan 

        2.  Waktu  

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2011. 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrument untuk Mengukur Netralitas Pegawai Negeri Sipil 

dalam penyelenggaraan PILKADA Ulang di Kabupaten Pandeglang 

(Studi pada Guru SD di Kecamatan Labuan) 

Variable Indikator Sub indikator 

No. Butir 

pada 

instrumen 

Jumlah

Netralitas Pegawai 

Negeri Sipil Dalam 

Penyelenhggaraan 

PILKADA Ulang  di 

kabupaten pandeglang  

( Study Pada Guru SD 

di Kecamatan 

Labuan)  

Surat Edaran 

Menteri 

Pendayagunaan 

Aparatur Negara 

N005/08/A/M/P

AN/5/2005 

tentang 

Netralitas 

PNSdalam 

PILKADA.  

1. Dilarang terlibat 

dalam kegiatan 

kampanye untuk 

mendukung calon 

kepala dan atau wakil 

kepala daerah 

2. Dilarang 

menggunakan 

fasilitas yg terkait 

dengan jabatanya  

dalam kegiatan 

kampanye. 

3. Dilarang membuat 

keputusan dan 

tindakan yang 

1,2,3,4, 

 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

 

1,2,3,4,5, 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5 
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menguntungkan dan 

atau merugikan salah 

satu calon selama 

masa kampanye. 

4. PNS yang menjadi 

anggota Panitia 

Pemilihan Kecamatan 

(PPK), Panitia 

Pemungutan Suara 

(PPS), Kelompok 

Penyelenggara 

Pemungutan Suara 

dan Pengawas 

Pemilihan , dengan 

ijin dari Pejabat 

Pembina 

kepegawaian atau 

Atasan Langsung. 

 

 

 

 

1,2,3,4, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

4.1 Deskripsi  objek penelitian  

                       Deskripsi objek penelitian menggambarkan mengenai objek 

penelitian yang meliputi lokasi  penelitian serta lainnya yang terkait  dalam 

penelitian. Dalam penelitian mengenai  Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam 

Penyelenhggaraan PILKADA Ulang  di Kabupaten Pandeglang  ( Study Pada 

Guru SD di Kecamatan Labuan) maka yang menjadi lokasi penelitian adalah 

seluruh Sekolah Dasar yang terdapat di Kecamatan Labuan dengan jumlah 31 

sekolah. Kecamatan Labuan memiliki letak geografis yaitu sebelah barat 

kecamatan menes sebelah timur kecamatn carita sebelah selatan desa caringin dan 

sebelah utara yaitu pantai teluk.  Kecamatan Labuan  tersebar  kedalam 9 desa 

yaitu desa Labuan, Kalang anyar, Rancateureup, Sukamaju, Cigondang, Teluk, 

Caringin, Banyubiru dan Banyu mekar. Jumlah guru yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri  Sipil yang bertugas sebagai Guru SD di Kecamatan Labuan 

memeiliki jumlah 303 dengna jumlah guru laki laki sebanyak 127 dan jumlah 

guru perempuan dengan jumlah 176. Guru Sekolah Dasar yang ada di Kecamatan 

Labuan 50% memiliki pndidikan strata 1 deangan gelar Spd dan sisanya 

berpendidikan diploma dan masih berstatus mahasiswa untuk menempuh gelar 

Spd. Di Kecamatan Labuan memiliki jumlah Sekolah Dasar sebanyak 31 yaitu SD 

Labuan 1, SD Labuan 2, SD Labuan 3, SD Labuan 4, SD Labuan 5, SD Labuan 6 
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dan SD Labuan 7. SD Kalang anyar 1, Kalang anyar 2, Kalang anyar 3, Kalang 

anyar 4, SD Rancateureup 1dan 2, SD Sukamaju 1dan 2, SD Cigondang 1, SD 

Cigondang 2, SD Cigondang 3, SD Teluk 1,SD Teluk 2, SD Teluk 3 SD Teluk 4, 

SD Caringin1, SD Caringin 2, SD Caringin 3, SD Caringin 4, SD Caringin 5, 

Banyubiru 1dan 2, SD Banyumekar 1dan 2.  

 

4.2 Deskripsi Data 

                      Deskripsi data menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah di 

olah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisi data yang relevan baik 

data kualitatif atau kuantitatif.  Dalam tahap ini peneliti akan mendeskripsikan 

data yang dilakukn melalui penyebaran kuisioner dimana yang menjadi responden 

adalah Guru Sekolah Dasar dengan jumlah 75 responden. Penyebaran kuisioner 

dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui tingkat netralitas Pegawai Negeri Sipil 

. Penelitian mengenai Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Penyelenggaraan 

.PILKADA Ulang  di Kabupaten Pandeglang  ( Study Pada Guru SD di 

Kecamatan Labuan) maka 43ocal43le penelitianya adalah Netralitas PNS yang 

dikaitkan dengan Surat Edaran Mentri Pendayagunan Aparatur Negara 

No.5E/08/A/M/PAN /5/2005 tentang Netralitas PNS dalam PILKADA. 

Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai netralitas PNS dalam Penyelenggaraan 

PILKADA. 
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TABEL 4.1 

LARANGAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN KAMPANYE 

MENJADI PANITIA DALAM KEGIATAN KAMPANYE 

Alternarif Jawaban Frekuensi N = 75 Prosentasi 

Sangat Setuju (SS)              0          0% 

Setuju (s)              0          0% 

Tidak Setuju (KS)            69        % 

Sangat tidak Setuju (STS)             6                    % 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

 

         Berdasarkan pengolahan data pada 44ocal 4.1 menunjukan bahwa PNS 

bersikap netral yakni sebesar 100% atau sekitar 75 responden menyatakan tidak 

setuju atau sangat tidak setuju Pegawai Negeri sipil terlibat  dalam kegiatan 

kampanye. Sedangkan sisanya 0% atau 0 responden menyatakan  sangat setuju 

atau setuju bahwa PNS tidak terlibat dalam kegitan kampanye atau menjadi 

panitia dalam kegiatan kampanye. Hipotesis yang menyatakan bahwa Netralitas 

PNS dalam penyelenggaraan PILKADA  di Kabupaten Pandeglang paling tinggi 

60% dari yang diharapkan  dapat diterima atau tidak terdapat perbedaan antara 

yang diduga dengan data dalam populasi dengan data yang terkumpul dari sampel. 

Responden yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju pada pernyataan 

diatas memberikan 44ocal44l PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye atau 

menjadi panitia dalam kegiatan kampanye akan mendapatkan sangsi berupa 

pemberhentian sebagai anggota Pegawai Negeri Sipil secara terhormat.  
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TABEL 4.2 

LARANGAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN KAMPANYE 

MENJADI TIM SUKSES SALAH SATU CALON PESERTA PILKADA 

Alternatif Jawaban Frekuensi N = 75 Prosentase 

Sangat setuju (SS)         0     0 

Setuju (S)         0     0 

Tidak setuju (KS)        41    55% 

Sangat tidak setuju (STS)        34    45% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

 
         Berdasarkan data pada 45ocal 4.2 menunjukan bahwa PNS bersikap netral 

dalam kegiatan kampanye yakni sebesar 100% atau 75 responden menyatakan 

tidak setuju atau sangat tidak setuju PNS terlibat dalam kegiatan kampanye atau 

menjadi Tim Sukses salah satu calon peserta PILKADA . Sedangkan sisanya 0% 

atau 0 responden menyatakan  sangat setuju atau setuju bahwa PNS tidak terlibat 

dalam kegitan kampanye atau menjadi tim sukses. Jadi hipotesis yang menyatakan 

bahwa Netralitas  PNS dalam Penyelenggaraan PILKADA  di Kabupaten 

Pandeglang paling tinggi 60% dari yang diharapkan dapat diterima atau tidak 

terdapat perbedaan antara yang diduga dalam populasi dengan data yang 

terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan jawaban tidak setuju atau 

sangat tidak setuju  pada pernyataan di atas memberikan pernyataan di lingkungan 

kerja mereka tidak ada yang terlibat dalam kegiatan kampanye termasuk 

didalamnya menjaadi tim sukses dengan 45ocal45l akan dikenai sangsi yaitu 

diberhentikan dari anggota Pegawai Negeri Sipil secara hormat. 
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TABEL 4.3 

LARANGAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN KAMPANYE 

MENJADI JURU KAMPANYE 

Alternatif Jawaban Frekuensi N =75 Prosentase 

Sangat setuju(SS)        0   0% 

Setuju (S)        0   0% 

Tidak setuju (KS)      68   90% 

Sangat tidak setuju (STS)                   7   10% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

 

         Berdasarkan data pada 46ocal 4.3 menunjukkan bahwa PNS bersikap netral 

dalam kegiatan kampanye yaitu  sebesar  atau 100% atau 75  responden 

menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju PNS terlibat dalam kegiatan 

kampanye atau menjadi juru kampanye . Sedangkan sisanya 0% atau 0% 

menyatakan  sangat setuju atau setuju bahwa PNS bersikap t idak netral dalam 

kegiatan kampanye atau menjadi juru kampanye. Hipotesis yang menyatakan 

bahwa Netralitas  PNS dalam Penyelenggaraan PILKADA  di Kabupaten 

Pandeglang paling tinggi 60% dari yang diharapkan dapat diterima atau tidak 

terdapat perbedaan antara yang diduga dalam populasi dengan data yang 

terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan jawaban tidak setuju atau 

sangat tidak setuju   memberikan 46ocal46l dengan menjadi juru kampanye salah 

satu calon peserta PILKADA akan memperoleh sanksi yang tegas berupa 

pemecatan secara hormat.  
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TABEL  4.4 

LARANGAN TERLIBAT DALAM KEGIATAN KAMPANYE 

MENJADI PESERTA DALAM KEGIATAN KAMPANYE 

Alternatif Jawaban  Frekuensi N= 75       Prosentase 

Sangant Setuju (SS)         34     46% % 

Setuju (S)                     22     30% 

Tidak Setuju (KS)         10     13% 

Sangat tidak Setuju (STS)           9     12% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

 

         Berdasarkan hasil pengolahan data pada 47ocal 4.4 menunjukan bahwa PNS 

bersikap tidak nertal dalam kegiatan kampanye yakni 75% atau  56 responden 

mennyatakan  sangat setuju atau setuju PNS terlibat dalam kegiatan kampanye 

atau menjadi peserta dalam kegiatan kampanye. Sedangkan 25% atau 19 

responden menyatakan  tidak setuju atau sangat tidak setuju PNS bersikap netral 

dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye atau menjadi peserta dalam kegiatan 

kampanye. Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam Penyelenggraan  

PILKADA di Kabupaten Pandeglang paling  tinggi 60% dari yang di harapkan  

tidak dapat diterima atau terdapat perbedaan antara yang diduga  dalam populasi 

dengan data yang terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan jawaban 

sangat setuju atau setuju pada pernyataan di atas memberikan 47ocal47l rekan 

kerja mereka terlibat dalam kegiatan kampanye termasuk menjadi peserta salah 

satu calon peserta PILKADA tujuanya ketika calon yang mereka dukung 
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memperoleh kemenangan dalam Penyelenggaraan PILKADA maka jenjang 

karirnya kan naik. Responden yang memberikan jawaban tidak setuju atau sangat 

tidak setuju pada pernyataan di atas memberikan 48ocal48l rekan kerja  mereka 

tidak terlibat dalam kegiatan kampanye termasuk didalamnya menjadi peserta 

kampanye atau menjadi peserta kampanye  salah satu calon peserta PILKADA 

akan memperoleh sanksi yang tegas berupa pemecatan secara hormat.  

 

TABEL4.5 

 LARANGAN MENGGUNAKAN FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN 

JABATANYA DALAM KEGIATAN KAMPANYE. 

MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN SUMBANGAN SALAH 

SATU CALON PESERTA PILKADA 

Alternatif Jawaban Frekuensi N= 75 Prosentase 

Sangat Setuju (SS)          0       0% 

Setuju (S)          0       0% 

Tidak Setuju (TS)        69     92% 

Sangat Tidak Setuju (STS)                     6       8% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

 

         Berdasarkan pengolahan data pada 48ocal 4.5 menunjukan bahwa PNS 

bersikap netral yakni 100% atau 75 responden menyatakan tidak setuju atau 

sangat tidak setuju PNS menggunakan fasitas  terkait dengan jabatannya termasuk 

menggunakan media pembelajaran  sumbangan dari salah satu calon peserta 
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PILKADA. Sedangkan 0% atau 0 responden menyatakan sangat setuju atau setuju 

PNS bersikap netral dan  tidak menggunakn fasilitas yang terkait dengan dengan 

jabatanya atau sumbangan salah satu calon peserta PILKADA. Hipotesis yang 

menyatakan Netralitas PNS dalam  penyelenggraan PILKADA di Kabupaten 

Pandeglang paling tinggi 60% dapat diterima atau tidak terdapat perbedaan antara 

yang di duga dalam populasi dengan data yang terkumpul dari sampel. Responden 

yang memberikan jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju memberikan 

49ocal49l dilingkungan kerja mereka tidak ada yang menggunakan fasilitas yang 

terkait dengan jabatanya dalam kegiatan kampanye dengan 49ocal49l adanya 

sanksi yang tegas berupa pemecatan secara  tidak hormat dari anggota Pegawai 

Negeri Sipil. 

 

TABEL 4.6 

LARANGAN MENGGUNAKAN FASILITAS YANG TERKAIT DENGAN 

JABATANYA DALAM KEGIATAN KAMPANYE  

MENGGUNAKAN KENDARAAN OPRASIONAL DALAM KEGIATAN 

KAMPANYE 

Alternatif Jawaban      Frekuensi N = 75      Prosentase     

Sangat Setuju (SS)                  1       1% 

Setuju(S)                16      21% 

Tidak Setuju (KS)                47      63% 

Sangat Tidak Setuju (STS)                11      15% 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 
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 Berdasarkan pengolahan data pada tabel 4.6 menunjukan bahwa PNS 

bersikap netral yakni 78% atau 58 responden menyatakan sangat tidak setuju atau 

tidak setuju PNS menggunakan fasilitas  terkait dengan jabatanyan dalam kegiatan 

kampanye atau menggunakan kendaraan oprasional dalm kegiatan kampanye. 

Sedangkan 22% atau 18 responden menyatakan sangat setuju atau setuju PNS 

bersikap netral dan  tidak menggunakn fasilitas yang terkait dengan dengan 

jabatanya dalam  kegiatan kampanye atau menggunakan kendaraan oprasional 

dalam kegiatan kampanye. Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam  

penyelenggaraan PILKADA di Kabupaten Pandeglang paling tinggi 60% dapat 

diterima  atau tidak terdapat perbedaan antara yang diduga dalam populasi dengan 

data yang terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan jawaban kurang 

setuju atau tidak setuju pada pernyataan di atas memberikan 50ocal50l karena 

adanya sanksi yang tegas berupa pemecatan secara tidak hormat dari anggota 

Pegawai Negeri Sipill yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatanya 

dalam kegiatan kampanye.Responden yang menjawab sangat setuju dan setuju 

memberikan 50ocal50l dalam kegiatan kampanye masih saja terlihat adanya 

kendaran dinas yang dijadukan kendaraan oprasional dalam kegiatan kampanye 

salah satu calon peserta PILKADA. 
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TABEL 4.7 

 LARANGAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN YANG 

MENGUNTUNGKAN DAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON 

SELAMA MASA KAMPANYE 

MEMBERIKAN LARANGAN UNTUK MEMILIH SALAH SATU CALON 

PESERTA PILKADA 

 

Alternatif Jawaban Frekuensi N = 75    Prosentase 

Sangat Setuju (SS)        0     0% 

Setuju(S)        2     2% 

Kurang Setuju (KS)      67    90% 

Tidak Setuju (TS)        6     8% 

 (Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

 

         Berdasarkan pengolahan data pada 51ocal 4.7 menunjukan bahwa PNS 

bersikap netral yakni 98% atau 73 responden menyatakan tidak setuju dan sangat  

tidak setuju PNS membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan 

atau merugikan salah satu calon peserta PILKADA. Atau adanya  intervensi untuk 

memilih salah satu calon perseta PILKADA.  Sedangkan 2% atau 2 responden 

menyatakan sangat setuju dan setuju PNS bersikap netral dan  membuat 

keputusan atau tindakan yang menguntungan dan atau merugikan salah satu calon 

peserta PILKADA atau memberikan intervensi untuk memilih salah satu calon 
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peserta PILKADA. Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam  

penyelenggraan PILKADA di Kabupaten Pandeglang paling tinggi 60% dapat 

diterima atau tidak terdapat perbedaan antara yang di duga dalam populasi dengan 

data yang terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan jawaban tidak 

setuju atau sangat tidak setuju pada pernyataan di atas beralasan bahwa tidak 

pernah ada  intervensi atau tekanan dari atasan untuk memilih salah satu calon 

peserta PILKADA  karena jika hal itu diketahui sangsinya adalah pemecatan dari 

anggota Pegawai Negeri Sipil secara tidak hormat. Sedangkaan responden yang 

memberikan jawaban sangat setuju bahwa adanya intervensi atau tekanan dari 

atasan memberikan 52ocal52l bahwa pimpinan memberikan intervensi pada 

bawahannya untuk memilih salah satu calon peserta PILKADA karena jika calon 

tersebut terpilih maka pimpinan kita akan memperoleh jenjang karir yang lebih 

baik 
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TABEL 4.8 

 LARANGAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN YANG 

MENGUNTUNGKAN DAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON 

SELAMA MASA KAMPANYE  

MEMBERIKAN PERINTAH UNTUK MEMILIH SALAH SATU CALON 

PESERTA PILKADA 

Alternatif Jawaban  Frekuensi N = 75   Prosentase 

Sangat Setuju (SS)       1    1% 

Setuju(S)      16  21 % 

Tidak Setuju (TS)      47  63% 

Sangat Tidak Setuju (STS)      11  15% 

 (Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

 

         Berdakdasarkan pengolahan data pada 53ocal 4.8  menunjukan bahwa PNS 

bersikap netral yakni 78% atau 58 responden menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju PNS membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan 

atau merugikan salah satu calon peserta PILKADA. Atau memberikan perintah 

untuk memilih salah satu calon perseta PILKADA.  Sedangkan 22% atau 17 

responden menyatakan sangat setuju atau setuju PNS bersikap tidak netral dan  

membuat keputusan atau tindakan yang menguntungan dan atau merugikan salah 

satu calon peserta PILKADA atau memberikan paksaan untuk memilih salah satu 

calon peserta PILKADA.  Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam  

penyelenggraan PILKADA di Kabupaten Pandeglang paling tinggi 60% dapat 
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diterima  atau tidak terdapat perbedaan antara yang di duga dalam populasi 

dengan data yang terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan jawaban  

sangat tidak setuju atau tidak setuju pada pernyataan di atas beralasan bahwa tidak 

pernah ada perintah dari atasan untuk memilih salah satu calon peserta PILKADA 

karena jika diketahui melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan 

salah satu calon peserta PILKADA selama masa kampanye akan dikenakan sangsi  

pemecatan secara tidak hormat dari anggota Pegawai Negeri Sipil.Sedangkan 

yang menjawab setuju bahwa adanya perintah dari atasan untuk memilih salah 

satu calon peserta PILKADA dengan sangsi berupa penurunan jabatan atau mutasi 

apabila tidak mendukung salah satu calon peerta PILKADA.  

 

TABEL 4.9 

LARANGAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN YANG 

MENGUNTUNGKAN DAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON 

SELAMA MASA KAMPANYE  

INTERVENSI ATAU TEKANAN UNTUK MEMILIH SALAH SATU 

CALON PESERTA PILKADA 

Alternatif Jawaban        Frekuensi N = 75       Prosentase 

Sangat Setuju (SS)       15 20% 

Setuju(S)       41 55% 

Tidak Setuju (TS)         3  4% 

Sangat Tidak Setuju (STS)       16 21% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 



55 
 

 
 
 
 

 

          Berdasarkan pengolahan data pada 55ocal 4.9 menunjukan bahwa PNS 

bersikap tidak netral yakni 75% atau 56 responden menyatakan  sangat setuju dan 

setuju PNS  membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan atau 

merugikan salah satu calon peserta PILKADA atau memberikan kebebasan untuk 

memilih salah satu calon perseta PILKADA.  Sedangkan 25% atau 19 responden 

menyatakan  tidak setuju dan sangat tidak setuju PNS bersikap netral  atau tidak 

memberikan kebebasan untuk memilih salah satu calon peserta PILKADA. 

Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam  penyelenggraan PILKADA di 

Kabupaten Pandeglang paling tinggi 60% tidak dapat diterima atau  terdapat 

perbedaan antara yang di duga dalam populasi dengan data yang terkumpul dari 

sampel. Responden yang memberikan jawaban  setuju dan  sangat setuju 

menyatakan bahwa ada larangan dari atasan untuk memilih calon kepala dan 

wakil kepala daerah. Alasanya bahwa adanya paksaan dari atasan untuk memilih 

salah satu calon peserta PILKADA dengan sangsi berupa penurunan jabatan atau 

mutasi apabila tidak mendukung salah satu calon peserta PILKADA.Responden 

yang memberikan jawaban  sangat tidak setuju atau tidak setuju pada pernyataan 

di atas beralasan bahwa tidak pernah ada perintah dari atasan untuk memilih salah 

satu calon peserta PILKADA karena jika diketahui melakukan perbuatan yang 

menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta PILKADA selama masa 

kampanye akan dikenakan sangsi  pemecatan secara tidak hormat dari anggota 

Pegawai Negeri Sipil 
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TABEL 4.10 

 LARANGAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN YANG 

MENGUNTUNGKAN DAN ATAU MERUGIKAN SALAH SATU CALON 

SELAMA MASA KAMPANYE 

MEMBERIKAN PAKSAAN UNTUK MEMILIH SALAH SATU CALON 

PESERTA PILKADA 

Alternatif Jawaban        Frekuensi N = 75      Prosentase 

Sangat Setuju (SS)      34            45% 

Setuju(S)      22            30% 

Tidak Setuju (KS)      10            13% 

Sangat Tidak Setuju (TS)        9            12% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

         Berdasarkan pengolahan data pada 56ocal 4.10 menunjukan bahwa PNS  

bersikap tidak netral yakni 75% atau 56 responden menyatakan tidak setuju dan 

sangat setuju  PNS  membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan dan 

merugikan salah satu calon peserta PILKADA  atau  adanya paksaan untuk  

memilih salah satu calon peserta PILKADA . Sedangkan 25% atau 19 responden 

menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju PNS bersikap tidak  netral atau  

membuat keputusan dan  tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah 

satu calon peserta PILKADA dengan memberikan paaksaan untuk memilih salah 

satu calon peserta PILKADA . Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam  

penyelenggraan PILKADA di Kabupaten Pandeglang paling tinggi 60% tidak 

dapat diterima atau terdapat perbedaan antara yang di duga dalam populasi dengan 
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data yang terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan jawaban  sangat 

tidak setuju atau tidak setuju pada pernyataan di atas beralasan bahwa tidak 

pernah ada paksaan dari atasan untuk memilih salah satu calon peserta PILKADA 

karena jika diketahui melakukan perbuatan yang menguntungkan atau merugikan 

salah satu calon peserta PILKADA selama masa kampanye akan dikenakan sangsi  

pemecatan secara tidak hormat dari anggota Pegawai Negeri Sipil.Sedangkan 

yang menjawab sangat setuju dan setuju bahwa adanya paksaan dari atasan untuk 

memilih salah satu calon peserta PILKADA memberikan 57ocal57l bahwa adanya 

sangsi berupa penurunan jabatan atau mutasi apabila tidak mendukung salah satu 

calon peerta PILKADA.  
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TABEL 4.11 

LARANGAN MEMBUAT KEPUTUSAN DAN ATAU TINDAKAN YANG 

MENGUNTUNGKAN DAN ATAU MERUGUKAN SALAH SATU CALON 

SELAMA MASA KAMPANYE  

KEGIATAN BLACK KAMPANYE 

Alternatif Jawaban  Frekuensi N = 75 Prosentase 

Sangat Setuju (SS)        15              20% 

Setuju(S)          5                7% 

       Tidak  Setuju (TS)        45  60% 

Sangat Tidak Setuju (STS)        10  13% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

 

         Berdasarkan pengolahan data pada 58ocal 4.11 menunjukan bahwa PNS 

bersikap netral yakni 73% atau 55 responden menyatakan tidak setuju dan sangat 

tidak setuju PNS membuat keputusan yang  merugikan salah satu calon peserta 

PILKADA atau melakukan tindakan black kampanye.  Sedangkan 27% atau 20 

responden Responden yang memberikan jawaban  sangat  setuju atau setuju pada 

pernyataan di atas beralasan bahwa tidak pernah ada perintah dari atasan untuk 

memilih salah satu calon peserta PILKADA karena jika diketahui melakukan 

perbuatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon peserta 

PILKADA selama masa kampanye akan dikenakan sangsi  pemecatan secara 

tidak hormat dari anggota Pegawai Negeri Sipil.Sedangkan yang menjawab setuju 

bahwa adanya paksaan dari atasan untuk memilih salah satu calon peserta 
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PILKADA dengan sangsi berupa penurunan jabatan atau mutasi apabila tidak 

mendukung salah satu calon peerta PILKADA.  

PNS bersikap netral atau tidak membuat keputusan yang merugikan salah satu 

calon peserta PILKADA atau melakukan kegiatan black kampanye. Hipotesis 

yang menyatakan Netralitas PNS dalam  penyelengaraan PILKADA di Kabupaten 

Pandeglang paling tinggi 60% tidak dapat diterima atau terdapat perbedaan antara 

populasi dengan data yang terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan 

jawaban sangat setuju atau setuju pada pernyataan di atas beralasan bahwa dalam 

kegiatan kampanye salah satu calon peserta PILKADA yang disertai dengan 

tindakan black kampanye seperti memberitahukan keburukan salah satu calon 

peserta PILKADA sehingga menjatuhkan calon peserta PILKADA yang lainnya. 

Sedangkan yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju beralasan bahwa 

dalam kegiatan kampanye tidak ada yang melakukan  tindakan black kampanye 

karena jika diketahui akan dikenakan sangsi. 
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TABEL 4.12 

PNS DAPAT MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN(PPK) , PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), 

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA(KPPS) DAN 

PENGAWAS PEMILIHAN  

MENJADI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DENGAN IJIN DARI 

ATASAN 

Alternatif Jawaban  Frekuensi N = 75 Prosentase 

Sangat Setuju (SS)        49             65% 

Setuju(S)        16             21% 

Tidak Setuju (TS)        10             14% 

Sangat Tidak Setuju (STS)                      0              0% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

     

         Berdasarkan pengolahan data pada 60ocal 4.12 menunjukan bahwa PNS 

bersikap netral yakni 86% atau 65 responden menyatakan sangat setuju dan setuju 

PNS yang menjabat sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)  

mendapatkan persetujuan dari atasan.  Sedangkan 14% atau 20 responden 

menyatakan tidak setuju PNS menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan tidak 

mendapatkan ijin dari atasan. Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam  

penyelenggaraan PILKADA di Kabupaten Pandeglang paling jadi hipotesis paling 

tinggi sebesar 60% dapat diterima  atau tidak terdapat perbedaan antara data yang 

diduga dalam populasi dengan data yang terkumpul dari sampel. Responden yang 
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memberikan jawaban sangat setuju atau setuju pada pernyataan di atas beralasan 

bahwa PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan memperoleh ijin 

dari atasan dalam melaksanakan tugasnya. Responden yang menjawab tidak 

setuju beralasan bahwa PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan 

tidak memperoleh ijin dari atasan dalam melaksanakan tugasnya akan dikenai 

sangsi yaitu pemberhentian secara tidak hormat dari anggota PNS. 

 

TABEL 4.13 

PNS DAPAT MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN(PPK) , PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), 

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA(KPPS) DAN 

PENGAWAS PEMILIHAN 

MENJADI PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DENGAN IJIN DARI 

ATASAN 

 Alternatif jawaban  Frekuensi N = 75      Prosentase 

Sangat Setuju (SS)      27 36% 

Setuju(S)      29 39%         

Tidak Setuju (TS)      11 15% 

Sangat Tidak Setuju (STS)        8 10% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 
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         Berdasarkan pengolahan data pada 62ocal 4.13 menunjukan bahwa PNS 

bersikap netral yakni 75 %  atau 55 responden menyatakan sangat setuju dan 

setuju PNS yang menjabat sebagai Panita Pemungutan Suara  memperoleh ijin 

dari atasan. Sedangkan 25% atau 28 responden menyatakan tidak setuju atau 

sangat tidak setuju PNS  yang menjabat sebagai Panita Pemungutan Suara  

memperoleh  ijin dari atasan. Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam  

penyelenggraan PILKADA di Kabupaten Pandeglang paling tinggi 60% dapat 

diterima atau tidak terdapat perbedaan antara yang di duga dalam populasi dengan 

data yang terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan jawaban  setuju 

atau sangat  setuju pada pernyataan di atas beralasan bahwa PNS yang menjabat 

sebagai  anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) memperoleh ijin dari atasan 

dalam melaksanakan tugas dan tidak meninggalkan kewajibanya sebagai pelayan 

62ocal62. Sedangkan yang menjawab tidak  setuju atau sangat tidak setuju 

beralasan bahwa PNS yang menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara tidak 

memperoleh  surat ijin dari atasan dalam  melaksanakan tugas akan dikenai  

sangsi yaitu pemberhentian secara tidak hormat dari anggota PNS. 
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TABEL 4.14 

PNS DAPAT MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN(PPK) , PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), 

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA(KPPS)DAN 

PENGAWAS PEMILIHAN  

MENJADI ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA 

PEMUNGUTAN SUARA(KPPS) DENGAN IJIN DARI ATASAN 

 

Alternatif Jawaban  Frekuensi N = 75       Prosentase 

Sangat Setuju (SS)       50 67% 

Setuju(S)       15 20% 

Tidak Setuju (TS)       10 13% 

Sangat Tidak Setuju (STS)        0  0% 

Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 

 

        Berdasarkan pengolahan data pada 63ocal 4.14 menunjukan bahwa PNS 

bersikap netral yakni 87% atau 65 responden menyatakan sangat setuju atau 

setuju PNS yang menjadi aggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara 

(KPPS) dengan mendapat persetujuan dari atasan. Sedangkan 12% atau 10 

responden menyatakan tidak  setuju PNS menjadi  yang menjadi anggota 

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan mendapat 

persetujuan dari atasan. Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam  

penyelenggraan PILKADA di Kabupaten Pandeglang paling tinggi 60% dapat 
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diterima atau tidak terdapat perbedaan antara yang di duga dalam populasi dengan 

data yang terkumpul dari sampel. Responden yang memberikan jawaban sangat 

setuju dan setuju setuju pada pernyataan di atas beralasan bahwa PNS yang 

menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 

memperoleh ijin dari atasan dalam melaksanakan tugas karena jika diketahui oleh 

pejabat Pembina kepegawaian atau atasan akan dikenai sangsi berupa pemecatan 

secara tidak hormat. Sedangkan yang menjawab tidak setuju beralasan bahwa 

PNS yang menjadi ketua Panitia Pengawas Pemilihan jika tidak memperoleh ijin 

dari atasan akan di kenai sangsi yaitu pemecatan sebagai anggota PNS secara 

tidak hormat 

 TABEL 4.15 

 PNS DAPAT MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN 

KECAMATAN(PPK) , PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), 

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA(KPPS) DAN 

PENGAWAS PEMILIHAN  

MENJADI ANGGOTA PENGAWAS PEMILU DENGAN IJIN DARI 

ATASAN 

Alternatif jawaban  Frekuensi N = 75 Prosentase 

Sangat Setuju (SS)        34 45% 

Setuju(S)        22 29% 

Tidak Setuju (TS)        10 13% 

Sangat Tidak Setuju (STS)         9 13% 

(Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2011) 
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         Berdasarkan pengolahan data pada 65ocal 4.15  menunjukan bahwa PNS 

tidak bersikap netral yakni 74% atau  56 responden menyatakan sangat setuju atau  

setuju PNS  menjadi anggota  pengawas  pemilu dengan mendapat persetujuan 

dari Pejabat Pembina Kepegawaian.  Sedangkan  26% atau 19 responden 

menyatakan tidak setuju atau s angat tidaksetuju PNS menjadi anggota  pengawas  

pemilu dengan mendapat persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian. 

Hipotesis yang menyatakan Netralitas PNS dalam  penyelenggraan PILKADA di 

Kabupaten Pandeglang paling tinggi 60% dapat diterima  atau tidak terdapat 

perbedaan antara yang diduga dalam populasi dengan data yang terkumpul dari 

sampel. Responden yang memberikan jawaban sangat setuju atau setuju pada 

pernyataan di atas beralasan bahwa PNS yang menjadi anggota Panitia Pengawas 

Pemilihan memperoleh ijin dan mendapat  peringatan dari atasan dalam 

menjalankan tugasnya. Sedangkan yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak 

setuju beralasan bahwa PNS yang menjadi angota Panitia Pengawas Pemilihan 

tidak memperoleh ijin. Dari atasan akan di kenai sangsi yaitu pemecatan sebagai 

anggota PNS secara tidak hormat 

. 

4. 3   Pengujian Persyaratan Statistik 

  4.3.1. Uji Validitas Instrumen 

  Pengujian validitas dilakukan untuk mengukur ketepatan suatu alat ukur 

yang digunakan dalam menguji validitas dari setiap butir pertanyaan pada 

instrument penelitian. Dimana kevalidan atas instrument dapat menggambarkan 

bahwa suatu instrument benar-benar mampu menunjukan tingkat kesesuaian 

antara konsep dan hasil penelitian. Pengujian validitas instrument dilakukan dari 
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kuesioner dengan skor total yaitu mengunakan korelasi product moment, 

pengukuran dibantu dengan menggunakan SPSS 15.0 for windows dengan hasil 

sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 
Uji Validitas Efektivitas Organisasi Pada kantor Pelayanan Perijinan 

Terpadu (KPPT) Kabupaten Lebak 
 

No. 
Item Nilai r sig. (1-

tailed) r tabel Keterangan 
1. 0,429 000 0.227 Valid 
2. 0,367 001 0.227 Valid 
3. 0,429 000 0.227 Valid 
4. 0,858 000 0.227 Valid 
5. 0,342 001 0.227 Valid 
6. 0,348 001 0.227 Valid 
7. 0,429 000 0.227 Valid 
8. 0,348 001 0.227 Valid 
9.    -0,337 002 0.227 Valid 
10. 0,858 000 0.227 Valid 
11.    -0,258 013 0.227 Valid 
12. 0,322 002 0.227 Valid 
13. 0,365 001 0.227 Valid 
14. 0,322 002 0.227 Valid 
15. 0,858        000 0.227 Valid 

           (Sumber : Hasil Penelitian Lapangan Tahun 2010.) 

 

4.3.2.  Uji Reliabilitas Instrument 

 Pengujian reliabilitas adalah derajat ketetapan atau tingkat presisi, 

ketelitian dan keakuratan yang ditunjukan oleh instrument pengukuran. Dimana  

untuk menjaga kehandalan dari sebuah instrumen atau alat ukur maka peneliti 

melakukan uji reliabilitas. Dikatakan reliable jika nilai alpha > r tabel dan 

Pengujian reliabilitas menggunakan rumus alpha cronbach’s. Adapun hasil dari uji 

reliabilitas yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah nilai Alpha 

Cronbach’s sebesar 0,497 Jika kita mengacu pada Siegle yang menggunakan 
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pedoman reliability instrumen adalah sebesar 0.3 yang artinya 0,497> dari 0.3 

sehingga instrumen yang diuji dikatakan reliabel. Berikut ini hasil uji reliabilitas 

instrument dengan menggunakan bantuan software SPSS 15.0 for windows. 

 

Reliability Statistics 
 

Cronbach’s 
Alpha N of Items 

.497 15
 

  

4.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui hasil dari suatu 

penelitian. Dalam peneliatian mengenai “ NETRALITAS PNS DALAM 

PENYELENGGARAAN PILKADA ULANG DI KABUPATEN 

PANDEGLANG  (Studi pada Guru SD di Kecamatan Labuan)“ Hipotesis 

deskriptifnya adalah : 

Ho = Netralitas PNS dalam penyelenggaraan PILKADA ulang di Kabupaten 

Pandeglang  lebih  besar  dari  60% dari  yang  diharapkan.  

Ha = Netralitas PNS dalam penyelenggaraan PILKADA ulang di Kabupaten 

Pandeglang paling tinggi dari 60 % dari yang diharapkan. 

Skor ideal untuk 67ocal67le PNS adalah 4 x 15 x 75 = 4500 dimana ( 4 = skor 

tertinggi tiap item, 15 =  jumlah item instrument, 75 = jumlah responden ).  

Sehingga nilai rata-rata  = 4500 : 75 = 60.  Karena nilai ideal maka  = 0,6 x 60 = 

36.  Rumusan hipotesis statistiknya adalah  Ho  lebih besar  dari  60 % sedangkan 

Ha lebih kecil atau sama dengan dari 60% dari skor ideal  yang diharapkan. 
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Ho : µ  >  60%   >  0,6 x 60 = 36 

Ha : µ <  60%  <  0,6 x 60 = 36 

Dikarenakan hipotesis nol ( Ho ) berbunyi “lebih besar ( > ) dan hipotesis 

alternatifnya ( Ha ) berbunyi “lebih kecil  ( < )” maka uji hipotesis dilakukan 

dengan menggunakan T-test satu sampel (one tails test).  Berikut perhitungannya : 

 

 

× =2796 µ = 60  n = 75 

× = ∑× = 2796 = 37,28 

        n        75 

S =  ඥ∑ሺൈିൈሻ²ሺ௡ିଵሻ ൌ √ଵଵ଼ହ,ଵଶሺ଻ହିଵሻ ൌ √16,01  = 4,00  

Jadi harga dari simpangan baku ( S ) adalah 4,00 

maka 

n
s
μX

t O−
=

    

t = 2,78
 

Jadi harga t hitung adalah 2,78 

Dengan derajat kebebasan ሾ݀݇ ൌ ݊ െ 1 ൌ ሺ75 െ 1ሻ ൌ 74ሿ dan taraf 

kesalahan α=5% diperoleh harga t 68ocal untuk uji satu pihak (one tails test) = 

1,667. Karena harga t hitung lebih besar dari harga t 68ocal atau jatuh pada daerah 

penerimaan Ho  (2,78 > 1,667)  maka Ho diterima dan Ha ditolak  

Hipotesis yang menyatakan bahwa “Netralitas PNS dalam 

penyelenggaraan PILKADA ulang di Kabupaten Pandeglang paling tinggi 60 % 

dari yang diharapkan” dapat diterima atau tidak terdapat perbedaan antara yang 
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diduga dalam populasi dengan data yang terkumpul dari sampel.  Dari 

perhitungan sampel yang dilakukan ditemukan nilai rata-rata untuk 69ocal69le 

netralitas PNS adalah sebesar 60% dari yang diharapkan.  Dimana jumlah skor 

ideal 69ocal69le netralitas PNS adalah 4 x 15 x 75 = 4500, dimana ( 4 = skor 

tertinggi tiap item, 15 =  jumlah item instrument, 75 = jumlah responden ). Jumlah 

skor hasil pengumpulan data adalah 2796 Sehingga nilai untuk 69ocal69le 

netralitas PNS adalah 2796 : 4500 = 0,62 atau 62% dari yang diharapkan.   

 

Harga-harga ini dapat ditunjukkan pada gambar 4.1 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Dari data yang diperoleh menunjukkan hasil pengujian terhadap sampel 

yang signifikan maka dapat dinyatakan bahwa instrument tersebut valid.  Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah  t hitung lebih besar dari jumlah t 69ocal  yaitu dengan 

nilai ( 2,78 > 1,667) maka Ha ditolak dan Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa instrument tersebut valid dan 69ocal69le dan dapat digunakan sebagai 

tolak ukur dari hasil penelitian yang dilakukan. 

 

 

Daerah 
Penerimaan 

Ha 

Daerah 
Penerimaa Ho 

1,667 
 60% 

     2,78 
60% 
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4.5   Interpetasi Hasil Penelitian  

Interpetasi hasil penelitian merupakan suatu proses penafsiran hasil akhir 

pengujian hiposesis yang isinya dikaitkan dengan jawaban terhadap pertanyaan 

dalam rumusan masalah.  

Rumusan masalah dalam penelitian mengenai Netralitas pegawai Negeri 

Sipil dalam penyelenggaraan PILKADA ulang di Kabupaten Pandeglang (Studi 

pada Guru SD di Kecamatan Labuan) adalah   sejauhmana tingkat Netralitas  

Pegawai Negeri Sipil dalam penyelenggraan PILKADA ulang di Kabupaten 

Pandeglang ( Studi pada Guru SD di Kecamatan Labuan) 

 Untuk menjawab rumusan masalah deskriptif tersbut terlebih dahulu di tentukan 

skkor ideal (kriterium) untuk fariabel netralitas PNS yaitu = 4 x 15 x 75 dimana    

( 4= skor tertinggi, 15 = jumlah butir instrument netralitas PNS, dan 75 = jumlah 

responden). 

Rumusan masalah adalah sejauh mana netralitas PNS dalam 

penyelenggraan PILKADA ulang di Kabupaten Pandeglang? Jumlah skor ideal 

untuk 70ocal70le netralitas PNS adalah =4 x 15 x 75 = 4500. Jumlah skor yang di 

peroleh melalui pengumpulan data adalah =  2796. Jadi nilai untuk 70ocal70le 

netralitas PNS adalah =  2796 : 4500  = 0,62 atau 62% dari yang diharapkan  

Dari jawaban rumusan masalah tersebut yang menghasilkan nilai rata rata sebesar 

62%  dari yang di harapkan menunjukan bahwa PNS bersikap  dan bertindak 

netral dalam pelaksanaan PILKADA. 

Secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut: 
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25%             50%   62%       75%                100% 

 

Sangat tidak  netral   Tidak netral       Netral    Sangat netral 

 
Tingkat persetujuan dari 71ocal71le71 dimensi berdasarkan data yang diperoleh 

dari 75 responden menunjukkan nilai rata-rata 62% dari yang diharapkan yang 

terletak pada daerah netral. 

 

4.6   Pembahasan 

Dalam penelitaian mengenai “NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA ULANG DI KABUPATEN 

PANDEGLANG  (Studi pada Guru SD di Kecamatan Labuan)“  yang menjadi 

71ocal71le penelitain adalah netralitas PNS Dan  yang menjadi indikatornya yaitu  

Surat Eedaran  MENPAN No. 5E/08/A/M/PAN/5/2005 tentang Netralitas PNS 

dalam PILKADA.  Pasal pasal yang mengatur tentang ketentuan yang harus 

dilaksanakan oleh anggota PNS adalah Dilarang terlibat dalam kegiatan 

kampanye, dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam 

kegiatan kampanye, dilarang menbuat keputusan dan atau tindakan yang 

menguntungkan dan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye; 

PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia 

Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara (KPPS), 

dan pengawas Pemilihan dengan ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau 

atasan langsung. 
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Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui angket yang disebarkan kepada 

75 responden menunjukkan hasil yang netral, artinya anggota  PNS di Kabupaten 

Pandeglang khususnya para guru SD di Kecamatan Labuan bersikap netral pada 

Penyelenggraan  PILKADA ulang yang diadakan di Kabupaten Pandeglang.  

Dengan demikian sudah dipastikan bahwa para PNS yang ada di 

kabupaten Pandeglang harus bersikap netral dengan tidak terlibat dalam kegiatan 

politik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata yang diperoleh dari hasil 

perhitungan yaitu sebesar 62% dari hasil yang diharapkan. 



 
1 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1  Simpulan 

PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah Langsung) merupakan sarana bagi 

pembangunan demokrasi 73ocal.  Mengacu pada PILKADA ulang yang terjadi di 

Kabupaten Pandeglang, diharapkan peran PNS (Pegawai Negeri) dalam 

penyelenggaraan PILKADA dapat bersikap netral terhadap semua calon Kepala 

Daerah. Penyelenggraan PILKADA di Kabupaten pandeglang menimbulkan 

beberapa masalah salah satunya tentang netralitas PNS, untuk menciptakan iklim 

yang yang baik dalam Penyelenggaraan PILKADA perlu dilakukan beberapa 

tindakan, salah satunya dengan memberlakukan sangsi yang tegas untuk anggota 

PNS yang terlibat dalam kegiatan kegiatan politik termasuk memberikan 

dukungan pada salah satu calon peserta PILKADA.sangsi yang berat diharapkan 

mampu memberikan efek jera untuk para pelanggarnya, selain itu kurangnya juga 

pengawasan dari PANWASLU yang berkewajiban menjaga kestabilan dalam 

penyelenggaraan PILKADA. Sikap PANWASLU terkadang tidak tegas dalam 

menindak para pelaku yang membuat pelanggaran termasuk pelanggaraan yang 

dilakukan oleh anggota PNS. 

Hasil penelitian mengaenai PILKADA di Kabupaten Pandeglang dengan 

judul “ Netralitas PNS dalam penyelenggaraan PILKADreka yang terlibat dalam 

kegiatan politikA ulang di Kabupaten Pandeglang (Studi pada guru SD di 

Kecamatan Labuan)” menunjukkan bahwa PNS bersikap netral yakni dengan nilai 

rata-rata sebesar 62% dari yang diharapkan dari 75 responden.  Artinya bahwa 
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Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Pandeglang khususnya para guru SD di 

Kecamatan Labuan bersikap netral terhadap penyelengaraan PILKADA ulang 

yang terjadi di Kabupaten Pandeglang tahun 2010.  PNS tidak terlibat secara 

lagsung mendukung salah satu calon Kepala Daerah pada saat itu.   

Harga untuk hipotesis adalah paling tinggi 62% dari yang diharapkan, ini 

berarti hipotesis penelitian atau Ho diterima.  Pengujian terhadap validitas 

instrument yang diberikan kepada responden menunjukkah hasil yang valid 

pengujian hasil reliabilitas menunjukan hasil yang reabebel dengan nilai 0,502> 

dari 0.3 

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan PNS memang bersikap netral 

terhadap PILKADA ulang yang terjadi di Kabupaten Pandeglang.  Adapun 

Pegawai Negeri Sipil  yang terlibat dan mendukung salah satu calon Kepala 

Daerah pada dengan  Alasan jenjang karir mereka akan naik ketika calon yang 

merekaa dukung memperoleh kemenangan dalam Penyelenggaraa PILKADA. 

Secara umum para Pegawai Negeri Sipil  

. 

5.2  Saran 

 1. Pemberian sangsi yang tegas untuk Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam   

kegiatan politik 

 2. Pengawasan yang di lakukan oleh PANWASLU harus lebih ditingkatkan   

terutama dalam menindak anggota PNS yang terlibat dalam kegiatan politik    
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TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 
NETRALITAS PNS DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA ULANG KABUPATEN PANDEGLANG 

No. Res. 
Skor untuk item nomor : Skor 

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 33 
2 2 2 2 1 2 1 2 1 4 1 2 4 4 4 1 33 
3 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 1 4 4 4 4 41 
4 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 4 2 37 
5 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 42 
6 2 2 1 4 1 2 2 2 2 4 2 4 3 4 4 39 
7 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 4 3 4 2 30 
8 1 2 1 1 1 2 1 2 4 1 4 2 3 2 1 28 
9 1 1 2 1 2 1 1 1 4 1 4 4 4 4 1 32 
10 2 1 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 38 
11 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 39 
12 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 1 4 3 4 4 40 
13 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 3 4 1 4 1 30 
14 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 4 40 
15 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 2 2 2 1 28 
16 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 4 3 3 3 4 41 
17 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 42 
18 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 4 2 4 1 32 
19 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 4 40 
20 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 2 4 3 4 4 41 
21 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 42 
22 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 2 4 2 1 30 
23 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 2 4 3 4 4 41 
24 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 38 
25 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 2 3 3 3 4 39 
26 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 42 
27 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 31 
28 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 46 
29 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 4 3 4 3 40 
30 2 1 2 3 2 1 2 1 4 3 4 4 1 4 3 37 
31 2 1 2 3 2 1 2 1 4 3 4 3 4 3 3 38 
32 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 4 40 
33 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 36 
34 2 1 2 3 2 1 2 1 4 3 4 4 1 4 3 37 
35 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 4 40 
36 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 36 
37 2 1 2 3 2 2 2 2 4 3 4 4 1 4 3 39 
38 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 36 
39 2 1 2 3 2 2 2 2 4 3 4 4 1 4 3 39 
40 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 4 40 
41 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 38 
42 2 1 2 3 2 2 2 2 4 3 4 4 1 4 3 39 
43 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 4 40 



44 2 1 2 4 2 1 2 1 4 4 4 4 1 4 4 40 
45 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 3 4 3 4 40 
46 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 42 
47 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 1 4 3 4 3 36 
48 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 42 
49 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 4 40 
50 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 3 4 2 32 
51 1 1 2 1 2 2 1 2 4 1 4 4 1 4 1 31 
52 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 29 
53 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 32 
54 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 31 
55 1 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 4 3 4 3 36 
56 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 4 4 4 4 1 34 
57 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 36 
58 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 1 4 2 4 4 39 
59 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 1 4 3 4 4 40 
60 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 3 37 
61 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 42 
62 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 4 3 37 
63 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 1 4 3 4 4 40 
64 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 4 4 3 39 
65 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 42 
66 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 38 
67 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 4 2 4 2 33 
68 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 38 
69 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 42 
70 2 1 2 4 2 3 2 3 1 4 1 2 3 2 4 36 
71 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 4 3 38 
72 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 4 3 4 2 34 
73 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 38 
74 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 1 4 3 4 2 34 
75 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 4 2 4 38 

Jml 144 116 144 231 145 157 144 157 170 231 174 264 225 264 231 2796 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabel 

Simpangan Baku 
 

NO X X - X (X - X)2 
1 33 -4,28 18,32 
2 33 -4,28 18,32 
3 41 3,72 13,84 
4 37 -0,28 0,08 
5 42 4,72 22,28 
6 39 1,72 2,96 
7 30 -7,28 53,00 
8 28 -9,28 86,12 
9 32 -5,28 27,88 
10 38 0,72 0,52 
11 39 1,72 2,96 
12 40 2,72 7,40 
13 30 -7,28 53,00 
14 40 2,72 7,40 
15 28 -9,28 86,12 
16 41 3,72 13,84 
17 42 4,72 22,28 
18 32 -5,28 27,88 
19 40 2,72 7,40 
20 41 3,72 13,84 
21 42 4,72 22,28 
22 30 -7,28 53,00 
23 41 3,72 13,84 
24 38 0,72 0,52 
25 39 1,72 2,96 
26 42 4,72 22,28 
27 31 -6,28 39,44 
28 46 8,72 76,04 
29 40 2,72 7,40 
30 37 -0,28 0,08 



31 38 0,72 0,52 
32 40 2,72 7,40 
33 36 -1,28 1,64 
34 37 -0,28 0,08 
35 40 2,72 7,40 
36 36 -1,28 1,64 
37 39 1,72 2,96 
38 36 -1,28 1,64 
39 39 1,72 2,96 
40 40 2,72 7,40 
41 38 0,72 0,52 
42 39 1,72 2,96 
43 40 2,72 7,40 
44 40 2,72 7,40 
45 40 2,72 7,40 
46 42 4,72 22,28 
47 36 -1,28 1,64 
48 42 4,72 22,28 
49 40 2,72 7,40 
50 32 -5,28 27,88 
51 31 -6,28 39,44 
52 29 -8,28 68,56 
53 32 -5,28 27,88 
54 31 -6,28 39,44 
55 36 -1,28 1,64 
56 34 -3,28 10,76 
57 36 -1,28 1,64 
58 39 1,72 2,96 
59 40 2,72 7,40 
60 37 -0,28 0,08 
61 42 4,72 22,28 
62 37 -0,28 0,08 
63 40 2,72 7,40 
64 39 1,72 2,96 
65 42 4,72 22,28 
66 38 0,72 0,52 



67 33 -4,28 18,32 
68 38 0,72 0,52 
69 42 4,72 22,28 
70 36 -1,28 1,64 
71 38 0,72 0,52 
72 34 -3,28 10,76 
73 38 0,72 0,52 
74 34 -3,28 10,76 
75 38 0,72 0,52 

Jumlah 2796   1185,12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel  
Nilai-Nilai r Product Moment 

 

N Taraf Signifikan N Taraf Signifikan N Taraf Signifikan 
5% 1% 5% 1% 5% 1% 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

0,997 
0,950 
0,878 
0,811 
0,754 
0,707 
0,666 
0,632 
0,602 
0,576 
0,553 
0,532 
0,514 
0,497 
0,482 
0,468 
0,456 
0,444 
0,433 
0,423 
0,413 
0,404 
0,396 
0,388 

0,999 
0,990 
0,959 
0,917 
0,874 
0,834 
0,798 
0,765 
0,735 
0,708 
0,684 
0,661 
0,641 
0,623 
0,606 
0,590 
0,575 
0,561 
0,549 
0,537 
0,526 
0,515 
0,505 
0,496 

27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0,381 
0,374 
0,367 
0,361 
0,355 
0,349 
0,344 
0,339 
0,334 
0,329 
0,325 
0,320 
0,316 
0,312 
0,308 
0,304 
0,301 
0,297 
0,294 
0,291 
0,288 
0,284 
0,261 
0,279 

0,487 
0,478 
0,470 
0,463 
0,456 
0,449 
0,442 
0,436 
0,430 
0,424 
0,418 
0,413 
0,408 
0,403 
0,398 
0,393 
0,389 
0,384 
0,380 
0,376 
0,372 
0,368 
0,364 
0,361 

55 
60 
65 
70 
72 
73 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
125 
150 
175 
200 
300 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
1000 

 
0,266 
0,254 
0,244 
0,235 
0,232 
0,230 
0,227 
0,220 
0,213 
0,207 
0,202 
0,195 
0,176 
0,159 
0,148 
0,138 
0,113 
0,098 
0,088 
0,080 
0,074 
0,070 
0,065 
0,062 

 

0,345 
0,330 
0,317 
0,306 
0,302 
0,300 
0,296 
0,286 
0,278 
0,270 
0,263 
0,256 
0,230 
0,210 
0,194 
0,181 
0,148 
0,128 
0,115 
0,105 
0,097 
0,091 
0,086 
0,081 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 
Nilai-nilai dalam Distribusi t 

  

df 

Tingkat Signifikansi  (one-tailed)

df 

Tingkat Signifikansi  (one-tailed) 
,10 ,05 ,025 ,01 ,005 ,0005 ,10 ,05 ,025 ,01 ,005 ,0005

Tingkat Signifikansi (two-tailed) Tingkat Signifikansi (two-tailed) 
,20 ,10 ,05 ,02 ,01 ,001 ,20 ,10 ,05 ,02 ,01 ,001

1 3.0777 6.3138 12.7062 31.8205 63.6567 636.619 53 1.2977 1.6741 2.0057 2.3988 2.6718 3.4838
2 1.8856 2.92 4.3027 6.9646 9.9248 31.5991 54 1.2974 1.6736 2.0049 2.3974 2.67 3.48
3 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8409 12.924 55 1.2971 1.673 2.004 2.3961 2.6682 3.4764
4 1.5332 2.1318 2.7764 3.7469 4.6041 8.6103 56 1.2969 1.6725 2.0032 2.3948 2.6665 3.4729
5 1.4759 2.015 2.5706 3.3649 4.0321 6.8688 57 1.2966 1.672 2.0025 2.3936 2.6649 3.4696
6 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074 5.9588 58 1.2963 1.6716 2.0017 2.3924 2.6633 3.4663
7 1.4149 1.8946 2.3646 2.998 3.4995 5.4079 59 1.2961 1.6711 2.001 2.3912 2.6618 3.4632
8 1.3968 1.8595 2.306 2.8965 3.3554 5.0413 60 1.2958 1.6706 2.0003 2.3901 2.6603 3.4602
9 1.383 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 4.7809 61 1.2956 1.6702 1.9996 2.389 2.6589 3.4573

10 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 4.5869 62 1.2954 1.6698 1.999 2.388 2.6575 3.4545
11 1.3634 1.7959 2.201 2.7181 3.1058 4.437 63 1.2951 1.6694 1.9983 2.387 2.6561 3.4518
12 1.3562 1.7823 2.1788 2.681 3.0545 4.3178 64 1.2949 1.669 1.9977 2.386 2.6549 3.4491
13 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123 4.2208 65 1.2947 1.6686 1.9971 2.3851 2.6536 3.4466
14 1.345 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768 4.1405 66 1.2945 1.6683 1.9966 2.3842 2.6524 3.4441
15 1.3406 1.7531 2.1314 2.6025 2.9467 4.0728 67 1.2943 1.6679 1.996 2.3833 2.6512 3.4417
16 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208 4.015 68 1.2941 1.6676 1.9955 2.3824 2.6501 3.4394
17 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982 3.9651 69 1.2939 1.6672 1.9949 2.3816 2.649 3.4372
18 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784 3.9216 70 1.2938 1.6669 1.9944 2.3808 2.6479 3.435
19 1.3277 1.7291 2.093 2.5395 2.8609 3.8834 71 1.2936 1.6666 1.9939 2.38 2.6469 3.4329
20 1.3253 1.7247 2.086 2.528 2.8453 3.8495 72 1.2934 1.6663 1.9935 2.3793 2.6459 3.4308
21 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 2.8314 3.8193 73 1.2933 1.666 1.993 2.3785 2.6449 3.4289
22 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188 3.7921 74 1.2931 1.6657 1.9925 2.3778 2.6439 3.4269
23 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 3.7676 75 1.2929 1.6654 1.9921 2.3771 2.643 3.425
24 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7969 3.7454 76 1.2928 1.6652 1.9917 2.3764 2.6421 3.4232
25 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 3.7251 77 1.2926 1.6649 1.9913 2.3758 2.6412 3.4214
26 1.315 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787 3.7066 78 1.2925 1.6646 1.9908 2.3751 2.6403 3.4197
27 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 3.6896 79 1.2924 1.6644 1.9905 2.3745 2.6395 3.418
28 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 3.6739 80 1.2922 1.6641 1.9901 2.3739 2.6387 3.4163
29 1.3114 1.6991 2.0452 2.462 2.7564 3.6594 81 1.2921 1.6639 1.9897 2.3733 2.6379 3.4147
30 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.75 3.646 82 1.292 1.6636 1.9893 2.3727 2.6371 3.4132
31 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.744 3.6335 83 1.2918 1.6634 1.989 2.3721 2.6364 3.4116
32 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 2.7385 3.6218 84 1.2917 1.6632 1.9886 2.3716 2.6356 3.4102
33 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 3.6109 85 1.2916 1.663 1.9883 2.371 2.6349 3.4087
34 1.307 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 3.6007 86 1.2915 1.6628 1.9879 2.3705 2.6342 3.4073
35 1.3062 1.6896 2.0301 2.4377 2.7238 3.5911 87 1.2914 1.6626 1.9876 2.37 2.6335 3.4059
36 1.3055 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 3.5821 88 1.2912 1.6624 1.9873 2.3695 2.6329 3.4045
37 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 2.7154 3.5737 89 1.2911 1.6622 1.987 2.369 2.6322 3.4032
38 1.3042 1.686 2.0244 2.4286 2.7116 3.5657 90 1.291 1.662 1.9867 2.3685 2.6316 3.4019
39 1.3036 1.6849 2.0227 2.4258 2.7079 3.5581 91 1.2909 1.6618 1.9864 2.368 2.6309 3.4007
40 1.3031 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 3.551 92 1.2908 1.6616 1.9861 2.3676 2.6303 3.3994
41 1.3025 1.6829 2.0195 2.4208 2.7012 3.5442 93 1.2907 1.6614 1.9858 2.3671 2.6297 3.3982
42 1.302 1.682 2.0181 2.4185 2.6981 3.5377 94 1.2906 1.6612 1.9855 2.3667 2.6291 3.3971
43 1.3016 1.6811 2.0167 2.4163 2.6951 3.5316 95 1.2905 1.6611 1.9853 2.3662 2.6286 3.3959
44 1.3011 1.6802 2.0154 2.4141 2.6923 3.5258 96 1.2904 1.6609 1.985 2.3658 2.628 3.3948
45 1.3006 1.6794 2.0141 2.4121 2.6896 3.5203 97 1.2903 1.6607 1.9847 2.3654 2.6275 3.3937
46 1.3002 1.6787 2.0129 2.4102 2.687 3.515 98 1.2902 1.6606 1.9845 2.365 2.6269 3.3926
47 1.2998 1.6779 2.0117 2.4083 2.6846 3.5099 99 1.2902 1.6604 1.9842 2.3646 2.6264 3.3915
48 1.2994 1.6772 2.0106 2.4066 2.6822 3.5051 100 1.2901 1.6602 1.984 2.3642 2.6259 3.3905
49 1.2991 1.6766 2.0096 2.4049 2.68 3.5004 101 1.29 1.6601 1.9837 2.3638 2.6254 3.3895
50 1.2987 1.6759 2.0086 2.4033 2.6778 3.496 102 1.2899 1.6599 1.9835 2.3635 2.6249 3.3885
51 1.2984 1.6753 2.0076 2.4017 2.6757 3.4918 103 1.2898 1.6598 1.9833 2.3631 2.6244 3.3875
52 1.298 1.6747 2.0066 2.4002 2.6737 3.4877 104 1.2897 1.6596 1.983 2.3627 2.6239 3.3865

 
 



Nomor Responden : 

Nama Sekolah  : 

Berilah jawaban pertanyaan berikut sesuai dengan pendapat Bpk/Ibu/Sdr, 
dengan cara memberi tanda chedklist (√) pada kolom yang tersedia. 

 

No. Pertanyaan 
Jawaban 

SS S TS STS 

1. Rekan kerja bapak/ibu menjadi ketua 

panitia dalam kegiatan kampanye salah 

satu calon kepala daerah 

    

2 Dilingkungan kerja  bapak/ibu Ada 

yang menjadi tim sukses salah satu 

peserta PILKADA 

    

3. Rekan kerja bpk/ibu menjadi panitia 

dalam kegiatan kampanye 

    

4 Rekan kerja bpk/ibu menjadi peserta 

dalam kegiatan kampanye salah satu 

calon peserta PILKADA 

    

5 Dilingkungan kerja bapak/ibu ada yang 

menggunakan media pembelajaran 

    



sumbangan dari salah satu calon peserta 

PILKADA 

6. Kendaraan oprasional di lingkungan 

kerja bapak/ibu digunakan untuk 

Kegiatan kampanye salah satu peserta 

PILKADA 

    

7. Pimpinan bapak/ibu memberikan 

intervensi atau tekanan untuk memilih 

salah satu calon kepala daerah 

    

8. Pimpinan di lingkungan kerja bapak/ibu 

memberikan perintah untuk memilih 

salah satu calon kepala daerah 

    

9 Rekan kerja bapak/ibu memberikan 

larangan untuk memilih salah satu calon 

wakil kepala daerah 

    

10. Rekan kerja bapak/ibu memberikan 

paksaan untuk memilih salah satu calon 

kepala daerah 

    

11 Kegiatan black kampanye terjadi di 

lingkungan kerja bapak/ ibu 

    



12 Rekan kerja bapak/ibu menjadi anggota 

panitia pemiliha kecamatan (PPK) 

dengan persetujuan dari atasan 

    

13 Rekan kerja bapak/ibu menjadi anggota 

panitia Pemungutan Suara (PPS) 

dengan persetujuan dari atasan 

    

14 Rekan kerja bapak/ibu menjadi panitia 

kelompok penyelenggra pemungutan 

suara dengan ijin dari atasan 

    

15 Pimpinan bapak/ibu menjadi anggota 

pengawas pemilihan dengan ijin dari 

atasan 

    

  

 

Keterangan :  

SS     :  Sangat Setuju  

S      :  Setuju 

TS      :  Tidak Setuju 

STS  :  Sangat Tidak Setuju 

 

      Skor : 

      SS     :  4 

      S     :   3 

      TS     :   2 

      STS  :   1  

s 
 C
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